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ABSTRAK

Nama . Alvina Suwasi swahyuni

NIM : 0806478512

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul . KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG

DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perkawinan berbeda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu banyak pasangan berbeda
agama yang hendak menikah melakukan pernikahannya di Luar Negeri lalu
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia ketika mereka kembali ke Tanah Air.
Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kemudahan bagi para
pasangan berbeda agama ini dalam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan
Sipil. Pencatatan perkawinan beda agama ini hanya diakui oleh negara bahwa benar
mereka adalah pasangan suami istri, tapi tidak sah menurut Agama. Disini akan di
bahas tentang bagai mana keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dan tentang
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan sebelum dan sesudah
berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administras
Kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan termasuk
penelitian kepustakaan, data dan informas diperoleh melaui dokumen-dokumen
hukum dan juga dari hasil wawancara kepada Kepala Sub Dinas Kantor Catatan Sipil
Jakarta. Pada kasus yang akan di bahas disini, pencatatan perkawinan yang dilakukan
di luar negeri hanya untuk memenuhi syarat pada pasal 56 Undang-Undang
Administras Kependudukan, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan
tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur mengenai
tata cara melangsungkan perkawinan beda agama itu sehingga masih mengacu pada
Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Undang-Undang Administrasi
Kependudukan masih memerlukan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan
pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, beda agama
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ABSTRACT

Nama . Alvina Suwasi swahyuni

NIM : 0806478512

Study Program : Master of Notary

Title : The Vaidity Of Mixed Religious Marriage Held Overseas

Based On Law Number 1 Year 1974 On Marriage And Law
Number 23 Y ear 2006 On Popul ation Administration

Marriage of different religions in Indonesia are not regulated in the Marriage Law in
force in Indonesia, so many couples of different religions who want to get married are
held marriage in other State and listed in the Civil Indonesia when they returned to the
country. Population Administration Act provides convenience for couples of different
religions to register their marriages at the Registry Office. Recording of interfaith
marriage is only recognized by the state that they are properly married couples, but
not valid according to religion. Here will be discussed about how the validity of the
marriage of different religions in Indonesia and on consideration of the judge in
giving the verdict the court before and after the enactment of Law number 23 year
2006 about Population Administration. This study is normative and juridical research
including library research, data and information obtained through legal documents
and also from interviews to the Head of Sub Office of Civil Registry Office in Jakarta.
In a case that will be discussed here, the recording of marriages conducted in foreign
countries only to meet the requirements in article 56 of Law on Population
Administration, instead of determining whether or not the marriage is legitimate.
Population Administration Act does not establish ordinances regulating the marriage
of different religions, so it still refers to the Marriage Law. Population Administration
Act dtill requires refinement in order not to conflict with Article 2 of the Marriage
Law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam abad modern saat ini, pergaulan manusia tiagkdapat
dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakay kacil dan sempit
seperti golongan, suku, agama dan rasnya sajantBisamereka senantiasa
terdapat pertalian atau timbal batik. Secara kodnahusia lahir atas jenis
kelamin pria dan wanita. Antara pria dan wanitatswaaktu akan hidup
bersama, dalam hal membentuk ikatan suatu keluai@a yang disebut
perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara seolakigaki dan seorang
perempuan yang masing-masing berbeda agamanyaddndsia sudah
sering terjadi terutama sekali pada masyrakat pasakoyang heterogen.

Di Indonesia terdapat berbagai macam agama danrdesf@an
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diakui oleh petak Indonesia
adalah agama Islam; Katolik, Protestan, Hindu dadha. Dengan adanya
berbagai macam agama yang diakui tersebut, ma&kldid mustahil jika
sering terjadi perkawinan beda agama. Pada umunssi@gp agama
melarang terjadinya perkawinan beda agama, karemkawinan beda
agama itu akan dianggap zinah.

Akhir-akhir ini merupakan suatu kenyataan bahwakltighrang terjadi
seorang pria dan seorang wanita yang berbeda aggling jatuh cinta dan
ingin menjalin. hubungan-dalam bentuk keluarga ybalagia dan kekal
dengan jalan melakukan perkawinan antar agamanDpklaksanaannya
perkawinan antara orang yang berbeda agama sehagapkan kepada
kesulitan administratif, baik di Kantor Pencatat&mpil maupun di
lingkungan agamanya masing-masing. Solusi yang lalasteh pasangan-
pasangan yang berbeda agama ini adalah melakukd&avwpean antar
agama di luar negeri.

Seperti diketahui pada masa penjajah dahulu, patabean kolonial
Belanda dengan politik hukumnya membagi pendudukionesia
berdasarkan atas 3 (tiga) golongan, yaitu Erop&rigan Bumi Putera dan
Timur Asing. Bagi ketiga golongan penduduk berlakikum perdata yang
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berbeda dan konsekuensi dalam bidang hukum perkamwya juga berlaku

bermacam-macam peraturan-peraturan perkawinan. afAkiladanya

penggolongan penduduk di Indonesia, sebelum benakuUndang-

Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, beitetbagai peraturan

perkawinan sebagai berikut :

1. KUHPer (Burgerlijk Wetboek atau BW)

2. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling of de ggdeehuwelijken
atau GHR)

3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijkedonantie voor
Christen Indonesia)

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang PeraturkahNTalak
dan Rujuk.

5. Hukum Adat.

Setelah berlakunya Undang-Undang - No.1 Tahun 19Marig
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tali#b lentang
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 _tahun 1974 tergarkawinan,
Undang-Undang ini memandang perkawinan tidak dddabungan hukum
perdata (yuridis), akan tetapi dan sudut hubunggema (religius) dan
Pancasila serta UUD 1945 (filosofis), sehinggautag kesempatan bagi
pria dan wanita yang berbeda agama untuk melangaangerkawinan.
Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Umgi&lo.1 Tahun 1974
yang berbunyi: “Perkawinan adalah apabila dilakukaenurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya.itu™:

Untuk dapat diakui oleh negara suatu perkawinanshdidaftarkan
atau dicatatkan.  Tiap-tiap perkawinan dicatat menuiperaturan
perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yamggahma Islam
perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)dasgkan bagi
mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkalalui Kantor
Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkamvharus sah menurut
hukum agama dan kepercayaannya. Artinya baik KUAupan Kantor
Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu peri@wjika perkawinan
tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama darerdocayaan masing-
masing. Pencatatan perkawinan sangat penting #d#akkarena dengan

pencatatan ini pasangan suami istri mempunyai sati bahwa hukum
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1)

&)

negara secara sah mengakui perkawinan dan segjadd ghng timbul dari
perkawinan tersebut.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahui® 2&@tang
Administrasi kependudukan, kini Catatan Sipil méknkewenangan untuk
mencatat perkawinan beda agama yang telah mendappénetapan dari
pengadilan. Sekarang pasangan yang hendak melakgsuperkawinan
beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di Ké&d#tatan Sipil
dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pesetiee Pengadilan
Negeri.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 t&006
tentang Administrasi kependudukan menyatakan :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalaal (34
berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Penjelasan pasal 35 huruf a:
Yang dimaksud dengan “"perkawinan. yang ditetapkah gdengadilan”
adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yanigeloer agama.

Sedangkan pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan :

Perkawinan. yang sah berdasarkan ketentuan perwush@@ngan wajib
dilaporkan oleh penduduk-kepada instansi pelaksariampat terjadinya
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari segakgal perkawinan.
Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud gpada(1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat'pada Register Akta Pénkavdan menerbitkan

Kutipan Akta Perkawinan.

Penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2):

(1)yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatanr lddatin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suambetlasarkan ketentuan

perundangundangan.

(2)Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang bemagslam dilakukan

oleh Departemen Agama.
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B. Pokok Permasalahan
Sehubungan dengan semakin maraknya perkawinan &gaima, maka
penulis akan membahas pokok permasalahan sebaiaitbe

1. Bagaimana keabsahan pencatatan perkawinan bedaa aggbelum dan
sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2t@006 tentang
Administrasi Kependudukan?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberpeametapan
pengadilan terhadap Perkawinan beda agama sebelmm sdsudah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 20@®tahg

Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan iniaddal

a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentangaparan beda
agama.

b. Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu per@wiyang
dilangsungkan jika perkawinan tersebut antar aggang berbeda.

c. Untuk mengetahui apakah Kantor Catatan Sipilwbaang untuk

mencatatkan Perkawinan beda agama tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis. normatdndpenelitian analisis

yuridis. Data dan informasi diperoleh melalui dolamydokumen hukum.

Selain data dan informasi yang diperoleh dari dodoHtiokumen hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inigdddhta sekunder yaitu

data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat penglenpuwata yang

digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen.
Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam peneliticadalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dijatilsebagai
sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mendikgada
masyarakat. Dalam penelitian ini yang dapat dikat&gn sebagai
bahan hukum primer adalah berbagai peraturan pangadndangan

yang mengatur mengenai kewenangan catatan sipilbidang
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pencatatan perkawinan beda agama.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isingmberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam iganeini yang
dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekundéarauku-buku,
artikel surat kabar, artikel majalah, artikel ydregsumber dari internet,
laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yamyasmenjelaskan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dp&analitian ini
yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum teadi®lah kamus,

ensiklopedia, indeks, dan lain-lain.

E. Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah andiperlukan
suatu ;sistematika agar pembahasan menjadi terat@hgga apa yang
menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan deng&s. | Adapun
sistematika penulisan yang penulis susun adalagseberikut:

Bab | : Pendahuluan. Bab ini memuat tentang lagdakang yang
berisi tentang situasi-dan kondisi pada saat pereldilakukan, alasan
mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yanditdigetahui dan belum
diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisanBab | juga memuat
pokok permasalahan yang akan dibahas dalam pemulrga tujuan
penelitian, metode penelitian serta sistematikaijossm.

Bab 1l : Pada bab ini akan diuraikan sedikit tegtpprkembangan
peraturan perkawinan beda agama di'Indonesia, pemgg@erkawinan,
syarat-syarat melakukan perkawinan, ‘perkawinan dsamtan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pénga beda agama
yang di lakukan oleh Warga Negara Indonesia di Lnggeri, peranan
Catatan Sipil dalam bidang hukum perkawinan, gegtanan catatan sipil
pada perkawinan beda agama menurut Undang-UndangiNa3 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga teptakibat hukum
terhadap hubungan suami istri, harta dan anak.

Bab Ill : Pada bab ini akan di bahas mengenai sisghenulis atas

Perkawinan beda agama yang di lakukan diLuar Negeudtusan
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/PDUMB/PN. JKT. PST
dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 111/PG0P/2N.BGR.

Bab IV : Penutup. Pada bab ini, penulis akan meikdver
kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya iilidan saran-saran
yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangaalahapencatatan

perkawinan beda agama.
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BAB I
PERKAWINAN BERBEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN
DI LUAR NEGERI

A. Pengertian Umum Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Unddmg tahun 1974
tentang adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seog wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)gyaahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Prof. R. Sardjono,S.H., “lkatan lahir* berarti pargihak yang
bersangkutan karena perkawinan secara formil mekapasuami istri baik bagi
mereka dalam hubungan satu sama lain- maupun bagekaedengan masyarakat
luas. Pengertian “ikatan lahir bathintalam perkawinan berarti dalam bathin suami
istri yang bersangkutan terkandung niat yang sumggungguh untuk hidup bersama
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk danbmmenkeluarga bahagia yang
kekal. Jelasnya dalam suatu. perkawinan tidak blsetya ada ikatan lahir saja atau
ikatan bathin saja. Kedua unsur tersebut ada dsésiap perkawingn

Prof. DR. Wirjono Projodikoro,S.Hherpendapat bahwa:

“Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang &t dan seorang perempuan
yang memenuhi.syarat-syarat tertentu”.

Paul Scholtenberpendapat bahwa
“Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orayang berlainan kelamin,
yang diakui oleh Negara”.

Prof. Mr. Subektimengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yahg sa
antara seorang lelaki dan seorang perempuan unéktuwyang lama. Pengertian
pertalian yang sah adalah hubungan antara dua geargyberbeda jenis yang telah
memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, danlilkey@ hubungan di antara

mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjunggih

! R.Sardjono;Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Repuklindonesia
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan{Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakirtsg, hal.6.

2 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau d#mtdang-Undang Perkawinan No.1/1974, cct, (JakBiTa:
Dian Rakyat 1986), hal.16-20
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Sebelum adanya Undang-Undang No.l1 tahun 1974 tgnRerkawinan,
hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia aneggamasebagai berikut :

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama |dtemaku hukum agama
Islam itu sendiri.

b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya, berlaku hukdat.a

c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama édrjsberlaku Huwelijks
Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 No. 74)

d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Ind@n&eturunan Cina,
berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-UndangurulPerdata dengan
sedikit perubahan.

e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan wargegara Indonesia
keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereKak Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tath@i4 tentang
Perkawinan mengatakarfPada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria
hanyalah boleh mempunyai seorang istri. Seorangitadmnya boleh mempunyai
seorang suami.”

Akan tetapi, pasal 3 ayat. 1 tersebut diperlunakgdenpasal 3 Ayat 2 yang
menyebutkan bahwa‘Pengadilan; dapat memberi izin kepada seorang suamuk
beristri lebith dari seorang apabila dikehendaki wkt pihak-pihak yang
bersangkutan.” 1zin pengadilan tersebut dapat diberikan apabilgetauhinya
keadaan-keadaan yang disebutkan oleh pasal 4 ggiti2

a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebegaj

b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yaa§ tapat disembuhkan;

c. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa UU No.1 talfif4 tentang Perkawinan

menganut asas monogami terbuka.”

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahurt j8ihg mulai
berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, tercapailaifikasi di bidang hukum
perkawinan yang berlaku bagi seluruh Warga Negadaresia tanpa memandang
keturunan ataupun agama. Sebagai Undang-UndangvAedn Nasional, Undang-
Undang ini berusaha untuk menampung prinsip-priEip memberikan landasan
hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangartelah berlaku bagi berbagai

golongan dalam masyarakat kita. Di samping itu, &hdUndang No. 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan juga sekaligus telah meletaldsas-asas hukum perkawinan
nasional. Dalam kehidupan di dunia ini, manusiagyberlainan jenis kelamin (laki-
laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai dayl antara satu dengan
lainnya untuk dapat hidup bersama, atau dapatakkatmempunyai keinginan untuk
membentuk suatu ikatan lahir batin yang bertujuatakimenciptakan suatu keluarga
atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahteralukedi. Dengan sifat dan fungsi
keluarga tersebut, maka wajar apabila keluarga padéan gejala kehidupan umat
manusia yang terpenting, yang mula-mula dibentlikg#idak oleh seorang laki-laki
dan seorang perempuan beserta anak-anaknya. Psataydakeluarga itu terbentuk
karena adanya perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 19&hcantumkan
beberapa prinsip perkawinan, antara lain :

1. Tujuan' perkawinan Adalah membentuk keluarga yanigatia dan kekal.
Untuk itu, suami isteri saling membantu dan melepglkagar masing-masing
mereka dapat mengembangkan kepribadiaannya, meunlam mencapai
kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya suatu perkawinan adalah bilamana dilakule@mumt hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan haoagatd menurut
peraturan. perundang-undangan yang berlaku. Peacap&rkawinan adalah
sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwiayia dalam kehidupan
seseorang, seperti misalnya kelahiran dan kemagiang kesemuanya
dinyatakan.dalam bentuk surat keterangan, suaturakini yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil.

3. Menganut asas monogami Yyaitu seorang suami hanigh bonempunyai
seorang isteri yang sah, begitupun sebaliknya. A&tapi apabila dikehendaki
oleh orang yang bersangkutan dan hukum serta agamg bersangkutan
mengizinkannya, seorang suami dapat beristri letah seorang. Namun
demikian asas monogami dapat dikesampingkan atagadekata lain orang
tersebut boleh melakukan poligami yang hanya dapakukan apabila
dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oéetgadilan.

4. Mereka yang melangsungkan perkawinan harus telatdimg” jiwa raganya
untuk tujuan suatu perkawinan, sehingga nantirdaktakan mengalami suatu
perceraian yang sama sekali tidak diinginkan oledlang-undang. Karena itu,

undang-undang Perkawinan ini melarang perkawindradiah umur, laki-laki
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baru dapat kawin pada usia sekurang-kurangnya h8ntadan wanita

sekurang-kurangnya 16 tahun.

5. Karena tujuan perkawinan tersebut, maka undangaghdaenganut prinsip
mempersukar terjadinya suatu perceraian, kecuai @dsan-alasan yang
tertentu dan harus dilaksanakan oleh pengadilan.

6. Demikian pula hak dan kewajiban atau hak dan keklamguami isteri adalah
sama dalam rumah tangga maupun dalam masyarakeigga segala sesuatu
dalam rumah tangga dapat dirundingkan bersamakeldtranya.

7. Di negara yang berdasarkan Pancasila, di manayailg pertama adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyaiingan yang
erat dengan agama atau kerohanian seseorang, gelpegkawinan bukan
saja mempunyai unsur lahir saja, tetapi juga adampatin di mana tujuannya
untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia semaelfharaan anak-
anaknya serta pendidikannya.

Menurut Prof..Hazairin, SH. Undang-Undang No. 1 drall974 merupakan
hasil legislatif yang pertama yang memberikan gaarbayang nyata tentang
kebenaran dasar asasi kejiwaan dan 'kebudayaan eéighifunggal Ika” yang
dicantumkan dalam lambang negara Republik Indonesi@in sungguh mematuhi
falsafat Pancasila dan UUD 1945, Selanjutnya iaupetan suatu unifikasi yang unik
dengan menghormati secara ‘penuh. adanya variasiadagkdin agama dan
kepercayaan -yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Uagipoifikasi tersebut
bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tigdkrchukumnya dalam agama
atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut ndmgalemk mengaturnya sendiri
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuztuteri.

A.1l. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawhanl Tahun 1974
adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bmaltzsn kekal, berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bapar&awinan itu hendaklah
berlangsung seumur hidup, dan tidak boleh berdddgitu saja. Dalam pembentukan
keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah barkas Ketuhanan Yang Maha Esa,
sebagai sila pertama dalam Pancasila sehinggantyjegkawinan yang diinginkan

3 Prof. Hazairin, SH., Tinjauan Mengenai UU PerkawifNo.1 Tahun 1974, Jakarta, 1975, Hal. 5
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dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 19&4kitih rasakan adalah sangat
ideal. Karena tujuan dari perkawinan itu tidak hamjlihat dari segi lahiriyahnya
saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu jerthhthin antara suami dan isteri
guna membina suatu keluarga atau rumah tangga kekg dan bahagia bagi
keduanya yang sesuai dengan Ketuhanan Yang MahalEsa rumusan tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan N Tahun 1974
terkandung harapan bahwa dengan melangsungkanwpeakaakan diperoleh suatu
kebahagiaan, baik materiil maupun spirituiil. Kedgiaan yang ingin dicapai
bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementaratetgg@i kebahagiaan yang kekal,
karena perkawinan yang-diharapkan adalah perkawjiang kekal pula, yang hanya
dapat berakhir dengan kematian salah satu pasateysebut. Dengan dasar
pandangan ini maka pembuat undang-undang membep&abatasan yang ketat
terhadap pemutusan perkawinan selain daripada kamad#lasih dalam rumusan
tujuan perkawinan itu, kita juga mendapat pengertahwa untuk membentuk suatu
kehidupan' rumah tangga yang bahagia dan kekal amuskah berdasarkan pada
Ketuhana n Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalagadesifat religius dari bangsa
Indonesia yang .mendapatkan. realisasinya di dalamidipan beragama dan
bernegara.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Drs. C. S.ahsK SH adalah :
“Membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan. @terial.”

Dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yahggia dan kekal itu
haruslah berdasarkan pada Ketuhanan Yang Mah&Badangan ini sejalan dengan
sifat religius dari bangsa. Indonesia yang mendapatkealisasinya di dalam
kehidupan beragama dan berne§aba dalam pembentukan keluarga yang bahagia
itu sangatlah erat hubungannya dengan keturunargndi di dalam pemeliharaan dan
pendidikan anak-anaknya akan menjadi hak dan keamjiorang tua. Dengan
demikian yang menjadi tujuan utama perkawinan m&ngerundangan adalah
kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan ketardiada menegakkan keagamaan,

dalam kesatuan keluarga yang bersifat parentabi@&egtua-an).

A.2. Syarat Sahnya Perkawinan

* Asmin, Op.cit, hal.20-21.
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Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 ddndang-Undang nomor 1
tahun 1974. Syarat-syarat yang harus dipenuhi umiellekukan perkawinan menurut
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah
a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pinak caempelai (pasal 6 ayat (1)).
Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memakikm mempelai pria
maupun calon mempelai pria tanpa persetujuan ketkeyehg bebas dari mereka.
Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasalt@1gydndangundang nomor
1 tahun 1974, persetujuan ini dimaksudkan agar sistmyang akan kawin itu
kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan leh&glain itu sesuai dengan
hak asasi manusia maka perkawinan harus disetiejuikedua belah pihak yang
melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaiapihak manapun. Kata
"atas persetujuan calon mempelai” di dalam pasalyét (1)Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 berbeda dari kata "adanya kelbebkata sepakat antara
kedua calon suami- istri” yang. disebut dalam pas@l KJHPerdatd. Kata
persetujuan dimaksud berarti orang tua/wali ataluakga/kerabat tidak boleh
memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan vpedd jika mereka
tidak setuju terhadap pasangannya atau belum hensetthk kawin, hal ini berarti
calon suami istri tersebut masih berada di bawamhgaeh kekuasaan orang
tua/kerabatnyd.Lain halnya dengan "adanya kebebasan kata sepatas kedua
calon suami istri”, ini berarti mereka yang akanlakekan perkawinan itu bebas
menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawdadam hal ini mereka
terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua/kesabatn

b. Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calaams harus sudah
mencapai 19 tahun dan untuk calon istri harus sadatcapai 16 tahun (pasal 7
ayat (1)). Jika umur kedua calon mempelai dibaweterkuan batas umur, maka
untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dssyselari pengadilan atau
pejabat yang ditunjuk (pasal 7 ayat (2)).

c. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali (pasalayat (2)). Untuk
melangsungkan perkawinan , seseorang yang belumsibeRl tahun harus

mendapat izin dari orang tua. Jadi bagi pria atanita yang telah mencapai

® Indonesia (a)op. cit, psl. 6 dan 7.

® H. Hilman HadikusumaHukum Perkawinan Indones{dakarta: Penerbit Mandar Maju, 1990), hal.
45.

" Ibid.

8 Ibid.
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umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua umtidtangsungkan perkawinan.
Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakuparkawinan adalah pria
yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita yaladp tmencapai umur 16
tahun.

Adanya syarat-syarat ini tidak mengurangi pentirrgogsur keagamaan pada
Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal tersebuttdhifzat dari ketentuan pasal 6
ayat (6§ Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayap#Sal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan keparuaya itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perkawinan ini juga. mengatur syaigernt maupun formil
untuk sahnya suatu perkawinan. Syarat materiil sddalarat-syarat mengenai diri
pribadi calon mempelai yang berlaku untuk semu&gyenan (umum) dan ada yang
berlaku untuk perkawinan tertentu saja (khusus)daBSgkan syarat formil
menyangkut formalitas-formalitas atau tata caragyharus dipenuhi sebelum dan
pada saat dilangsungkannya perkawinan:.

a. Syarat-syarat materil yang berlaku umum

Syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah.:

1) Harus ada persetujuan dari kedua calon mem(itdainl 6 ayat (1))

2) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tdannwanita sudah mencapai 16
tahun (Pasal 7 ayat(1)).

3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang Igkacuali dalam hal yang diijinkan
oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4);

4) Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yamgisp perkawinannya diatur
dalam pasal 11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dsal 88 Peraturan Pemerintah
No.9 tahun 1975:

a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian;

b) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putuséw@a perceraian dan ia masih

datang bulan;

¢) 90 hari, bila putus karena perceraian tapi tidiaang bulan;

d) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si jandamseadaan hamil;

e) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah tehattungan kelamin;

® Indonesia (a)op. cit, psl. 6 ayat (6).
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f) Perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhpyéusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatuepman, dan sejak hari
kematian bila perkawinan putus karena kematian.

b. Syarat-syarat materil yang berlaku khusus
Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertesaja dan meliputi hal- hal sebagai
berikut®:
1. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagairdear dalam pasal 8,9 dan 10
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu larangakapenan antara dua orang
yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus walataupun ke atas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping;

c. Berhubungan semenda;

d. Berhubungan susuan;

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagaataibikemenakan dari istri,

dalam hal seorang suami beristri lebih dari segrang

f. Mempunya hubungan yang oleh agamanya atau perdairagang berlaku,

dilarang kawin. (Pasal 8);

g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lainguai dalam hal tersebut

pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. (pasal 9);

h. Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukenasing-masing

agamanya dan kepercayaannya tidak menentukarpksal(10).

2. Mendapat ijin dari kedua orang tua bagi merekagybelum berumur/ berusia 21
tahun. Bila salah satu orang tua telah-meninggaldapat diperoleh dari orang tua
yang masih hidup. Bila sudah tidak ada keduanym @ari wali, orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungeahdialam garis keturunan
lurus ke atas; atau bisa juga ijin dari Pengaditala, orang-orang tersebut tidak ada
atau tidak mungkin dimintai ijinnya (pasal 6 ay&s)2
Mengenai syarat “persetujuan kedua calon mempdki’ syarat harus adanya “ijin
kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahelmdgaimana diatur oleh pasal 6,
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanyeejaercayaan itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syardapenan yang diatur dalam pasal

10 Asmin, Op.cit, hal.23-24
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6 itu berlaku sebagai “lex generalis” terhadap atygaerkawinan menurut hukuma
agama sebagai “lex spesialis™ nya.

c. Syarat-syarat Formil

Syarat ini meliput' :

1) Pemberitahuan hendak melangsungkan perkawingadke pegawai pencatat
perkawinan;

* Pemberitahuan hendak melangsung perkawinan hafakukiin sekurang-
kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangkan, dilakukan secara
lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atakilnya dan memuat
nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, temgiainkan calon mempelai
dan nama istri/suami terdahulu bila salah seoréag keduanya pernah kawin
(pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975).

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;

* Pengumuman-pengumuman tentang hendak dilangsungkadiakukan
suatu perkawinan oleh pegawai pencatat perkawigaabila ia telah cukup
meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudahndigedan apakah tidak
terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakd&agan suatu formulir
khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempag) yamlah ditentukan dan
mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh wagaencatat.
Pengumuman memuat data pribadi calon serta haggéhnam dan tempat
akan dilangsungkannya perkawinan tersebut (pagalp@sal 6,7,7, dan 9 PP
N0.9/1975).

3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama épardayaannya masing-
masing;

* Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hasgepkluh sejak
pengumuman perkawinan dilaksanakan. Tata cara \peréa dilakukan
menurut hukum agama, dan kepercayaan masing-masingdilaksanakan
dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh damagosaksi (pasal 10 PP
N0.9/1975).

4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatahywarén.
* Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitah@amldk melangsungkan

perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsang&awinan menurut

1 Asmin, Op.cit, hal.24
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hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, paila saat Akte
Perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempeadua saksi dan
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan (wa&ahn bagi yang
beragama Islam). Dengan penandatanganan akta pegkawni, maka
perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal INd?$71975).

» Bagi pihak yang mengadakan suatu perjanjian kawaip memberitahukan
kepada pegawai pencatat agar perjanjian perkaviiedaku bagi kedua belah

pihak dan pihak lain yang berkepentingan.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974

tentang Perkawinan

B.1. Konsepsi Perkawinan Menurut Undang-Undang mdirtahun 1974
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalangkearmewujudkan
unifikasi hukum perkawinan nasional serta kepadtigkum dimana Undang-Undang
ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraamgydebinh mendalam sebab
perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan wer&a tersebut juga harus
dicatat sehingga menjamin kepastian untuk mendapdikknya. Selain itu Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide geanien dan menampung
aspirasi emansipasi.
Pengertian perkawinan diatur pada pasal 1 Undadgnag nomor 1 tahun
1974 yaitd® Ikatan-lahir batin antara seorang pria dengan seoveanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rutaagga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Dari definisi tersebut dapat ditarik lima unsuragéi berikut®
a. lkatan lahir batin. Maksudnya adalah ikatartidak cukup dengan ikatan lahir
saja ataupun ikatan batin saja tetapi keduanyasheerpadu erat.lkatan lahir
merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungikapklanya hubungan hukum
antara seorang pria dan seorang wanitauntuk hidugaima sebagai suami istri
dengan kata lain hal tersebut disebut hubungandiortkatan batin merupakan

2 Indonesia (a)op. cit, psl. 1.
13 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Malogi, cit, hal 44.
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hubungan yang tidak formal, ikatan batin tidak taknmyata dan hanya dapat
dirasakan pihak-pihak dalam perkawinan. lkatan nbatapat dijadikan dasar
fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yamadia. Dalam hal ini

perlu adanya usaha sungguh-sungguh untuk meletgdéaawinan sebagai ikatan
suami istri dalam kedudukan mereka yang semestgm@m suci sesuai yang
diajarkan oleh agama yang dianut masing-msing pillaklii perkawinan bukan
hanya menyangkut unsur lahir tapi juga menyangksuu batin yang dalam dan
luhur.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita. lkatanapenan hanya boleh terjadi
antara seorang pria_dan wanita. Jadi undang-undarig@winan tidak mengakui
adanya perkawinan sesama jenis. Disini juga terkagmdisas monogami namun
asas monogami dalam Undang-undang nomor 1 tahuhd®alah asas monogami
relatif, bukan asas monogami mutlak seperti yardpfgat pada KUHPerdata

c. Sebagai suami istri. Ikatan seorang pria dan sgom@@nita dapat dipandang
sebagai ikatan suami istri apabila ikatan merekas#irkan pada suatu perkawinan
yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalanl pasadang-Undang No. 1
tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang haresiuhp dalam pelaksanaan
perkawinan. Pertama, suatu perkawinan baru meruoppkskawinan yang sah
apabila dilakukan menurut hukum: masing-masing agdara kepercayaannya.
Kedua, perkawinan dicatatkan menurut peraturan nglamg-undangan yang
berlaku. Pencatatan. disini. bukan unsur  yang -mekantukeabsahan suatu
perkawinan tetapi- pencatatan tersebut adalah tamdadministratif dan sama
dengan pencatatan peristiwva ' penting dalam kehidupeseorang misalnya
kematian dan kelahiran.

d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/ruraabga yang bahagia dan
kekal. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuag terdiri dari ayah, ibu,
dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia hedatingannya dengan
keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinada&gkan pemeliharaan dan
pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban gorama. Untuk dapat
mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalaikepenan yaitu bahwa sekali
seseorang melakukan perkawinan tidak akan adarp&mweaintuk selama-lamanya
kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undabglumnya yaitu

KUHPerdata hanya memandang perkawinan dari segirty#m keperdataannya
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saja. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memandakgvean berdasarkan
atas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkaadta dimana sila pertama
adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan orgraphubungan yang
erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinkanboanya mempunyai
unsur lahir tetapi juga unsur batin/rohani yang menyai peran an penting
dalam suatu perkawinan.

Sayuti Thalib berpandangan bahwa Undang-Undang nartehun 1974
melihat perkawinan dari tiga segi pandarigan
a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinanniterupakan suatu perjanjian.

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mé&agataerkawinan itu
merupakan suatu perjanjian lalah karena adanya omagadakan ikatan
perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengéad nikah dengan rukun
dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan rag@mutuskan ikatan
perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

b. Segi sosial suatu perkawinan. Dalam masyarakaapsétangsa, ditemui suatu
penilaian- yang umum, ialah bahwa orang yang beskgal atau pernah
berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihadgéai mereka yang tidak
kawin,

c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adadh segi yang sangat
penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap slatebaga yang suci.
Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yadgakpihak dihubungkan
menjadi pasangan. suami_istri.atau.saling minta awgenpasangan hidupnya
dengan mempergunakan nama Allah.

Melalui unsur-unsur .yang diuraikan dari. pengertiggrkawinan menurut
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan juga pandaSgari Thalib tadi dapat
disimpulkan bahwa konsep perkawinan menurut Undartgng nomor 1 tahun
1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KikdldRe Undang-undang
perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedamgan keperdataan
melainkan juga suatu ikatan suci yang didasarkah ajama. Hal ini sesuai dengan
falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketohgaag Maha Esa di atas

segala-galany&.

1 Sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesfdakarta: Ul Press, 1985), hal. 47.
5 H. Hilman Hadikusuma, op. cit., hal. 7.
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Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menempatkan agmipagai unsur
yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah par&kawadalah sah apabila
syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalamnmagama dan kepercayaannya
masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat padal 2 ayat (1) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974. Dari ketentuan tersebut dapgd gisimpulkan juga apabila
suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agalan kepercayaan masing-
masing atau ada salah satu larangan perkawinan gitargggar maka perkawinan
tersebut adalah tidak sah.

Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepencawyasing-masing,
pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal ganting. Perintah pencatatan
perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undadghg)r nomor 1 tahun 1974.
Pencatatan perkawinan merupakan tindakan admimisgaebagai bukti adanya
perkawinan dan penting bagi akibat hukum dari pemkan misalnya mengenai status
anak dan /harta bersama. Pencatatan perkawinan rgeinakan unsur yang
menentukan keabsahan perkawinan namun sangatgeiitikukan agar perkawinan
semakin mempunyai kekuatan hukum.

Penjelasan umum sub '3 Undang-Undang nomor 1 taBudd fnenjelaskan
mengenai asas-asas yang terkandung dalam Undaaggmebmor 1 tahun 1974
yang pada pokoknya adal&h
a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menampung unsagakeaan dan

kepercayaan masing-masing anggota masyarakat.

b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan keiahayang dapat disimpulkan
dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kejaarang kekal dan bahagia.

c. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga tetdapas agar setiap
perkawinan merupakan tindakan yang harus memenydiats administrasi
dengan jalan pencatatan yang ditentukan oleh unrdadgng artinya sebagai
akte resmi yang termuat dalam daftar catatan petaban.

d. Adanya asas monogami akan tetapi tidak menutup Rgkman untuk poligami
jilka agama yang bersangkutan mengizinkan akaniteta#pk pelaksanaannya
harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratg diatur dalam undang-
undang.

e. Perkawinan harus dilakuakan oleh pribadi-pribadigyanatang jiwa raganya.

18 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Malog, cit, hal 43.
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f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluargaaddakimbang baik dalam

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kens&stan.

B.2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Indonesia adalah negara yang dikenal dalam kem&gmnya baik dalam
budaya, adat istiadat, bahasa, maupun agama. Agantadiakui dan dianut oleh
masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Kat&ikdha, dan Hindu. Bahkan saat
ini mulai berkembang agama Konghucu yang banyakudieatnis cina. Kebebasan
beragama di Indonesia juga dijamin dalam konstitejsatnya pada pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945. Agama menjadi salahedatnen penguat solidaritas,
penegas identitas dan menjadi pedoman sistem lpeniang berlangsung di tengah
masyarakat yakni tidak hanya dalam hal peribadgearyang beragam tetapi juga
menyangkut masalah tata pergaulan, perkawinanghenga, sosial kemasyarakatan
dan seterusnyH. Maka dari itu kedudukan agama khususnya di Indaneenjadi
sangat penting untuk dibina dan dilestarikan ketmaany&’Salah satu sorotan utama
dalam sistem pergaulan di masyarakat terkat deriggneradaan agama adalah
tentang perkawinan antar.umat beragama atau dikenglan istilah perkawinan beda
agama.

Secara umum perkawinan beda agama dapat diartiegkawinan yang
dilaksanakan oleh sepasang calon suami istri yangelda agama atau keyakinannya
pada saat melangsungkan perkawinan. Dengan beyiakundang-Undang nomor 1
tahun 1974 hukum perkawinan yang sebelumnya beragam didasarkan pada
golongan penduduk berubah menjadi-unifikasi- darlaker secara nasional bagi
seluruh golongan penduduk yang ada. Perubahan s@ngang terdapat dalam
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah dianutisyans perkawinan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dengan keanekaragaman agama yang dianut serta &Bggercayaan yang
cukup banyak di Indonesia, terjadinya perkawinadabagama di Indonesia tidak
dapat dihindarkan. Perkawinan beda agama ini tsdd&lu mudah dilakukan karena
terdapat banyak perbedaan dalam konstruksi damsistikum yang dimiliki masing-

masing agama. Misalnya dalam ketentuan agama Islangenai hukum perkawinan

" Rusmin Tumanggoet. al, Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyaradearfa (Jakarta:
LEMLIT UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 2.
18 i

Ibid.
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sangat ketat, sehingga peluang terjadinya perkawbemla agama terhitung sangat
kecil. Namun ada agama lain yang memiliki ketentketentuan yang cukup longgar
berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undamg@ty nomor 1 tahun
1974 tidak secara tegas dan eksplisit menentukakahpperkawinan beda agama
diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan d&hgdundang nomor 1 tahun 1974
menganut sistem norma penunjuk (verwijzingsgregelfla hukum agama dan
kepercayaan masing-masing karena itu Undang-undangpr 1 tahun 1974 tidak
mengatur secara langsutigAkibatnya para penegak hukum di badan peradilan
maupun lembaga pencatat perkawinan sering tidalksig@mm dalam menyelesaikan
masalah perkawinan beda agama ini. Bahkan antanarge Hakim dan Hakim
lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketenhukum yang sama namun
tetap dapat menghasilkan penetapan yang berbet&bilterketika Hakim yang
memeriksa. sengketa perizinan atau perkara terkakiagvinan: bedaragama memiliki
keyakinan dan penafsiran agama serta _hukum yarzpdededa pul?. Perbedaan
pandangan diantara para Hakim tersebut sangatntarga pula pada lingkungan,
latar belakang, dan keyakinan agaata@ kepercayaan yang-dominan mempengarubhi

mereka masing-masirfg.

C. Akibat Hukum Dari Perkawinan
Akibat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 maHi974 tentang
Perkawinan menimbulkan adari$a
1. Hubungan antara suami isteri itu sendiri
2. Hubungan hukum suami istri terhadap anak
3. Hubungan hukum suami istri terhadap harta
4. Hubungan hukum suami istri terhadap lingkungan anasyarakat

C.1. Hak dan kewajiban suami istri terhadap huborsgeami istri itu sendiri

19 Sudargo Gautama (8Jukum Antar GolongafJakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hal.

20 Rusmin Tumanggoet. al, loc.cit.

! Ibid.

2 Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilawati MaHdikum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata
Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), him. 81.

Keabsahan perkawinan..., Alvina Suwasiswahyuni,lF‘n'Wﬁ,ﬁj‘@S Indonesia



22

Dengan dilangsungkannya pernikahan akan mengékibgimbulnya hak dan

kewajiban antara suami istri, seperti yang diatlawch pasal 30-34 Undang-Undang

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

a.

Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakaah tangga
yang utuh. Hal ini penting untuk membentuk keluaygag harmonis,
sehingga tingkah laku suami istri tersebut dapatjaak teladan bagi anak-
anak dan masyarakat sekelilingnya.

Suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri adalalhumah tangga.
Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam ruraalda, jadi istri
cakap melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perendapat izin dari
suami, sehingga sifat hubungan hukum antara sustmiaidalah bersifat
individual.

Suami istri harus mempunyai tempat tinggal dan fsarus ikut suami
(pasal 32 ayat (1)). Untuk membentuk keluarga harsnmaka suami istri
harus tinggal bersama-sama dalam satu rumabh, risabté penting untuk
saling membina anak-anak yang. telah dilahirkan. Daenghindari
kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkant&leas keluarga.
Saling mencintal, saling menghormati (pasal 33)tukinmenjamin
keutuhan keluarga dalam mendidik anak-anaknya.

Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala kker hidupnya (pasal
34). Pemenuhan keperluan hidup ini harus sesuagamekemampuan
suami, dalam. hal ini berarti suami bertanggung wtas pemenuhan

nafkah hidup-keluarga:

C.2. Hak dan kewajiban suami istri terhadap anak

Diatur dalam bab X pasal 45 = 49 dimana hak damajkan itu bersifat

timbal balik antara orang tua terhadap anak patlaphak serta hak dan kewajiban

anak pada orang tua. Hak dan kewajiban orang thadep anak itu terbatas sampai

si anak menjadi dewasa. Kedua orang tua wajib mbearaldan mendidik anak-anak

mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sanmgraak itu menikah atau dapat

berdiri sendiri dan meskipun perkawinan antara kedrang tua putus (pasal 45).

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kdhknmereka yang baik.

Sebaliknya, jika si anak telah dewasa, ia wajib eldrara kedua orang tuanya

menurut kemampuannya (Pasal 46).
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Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau bekermah menikah berada
di bawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua mewakéik mengenai segala
perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (p&sa Orang tua tidak
diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikaan@drarang tetap yang
dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun ateluim pernah menikah, kecuali
apabila kepentingan anak itu menghendaki (pasal 48)

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicahutakaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertetas permintaan orang tua yang
lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dadasa kandung yang telah dewasa
atau pejabat yang berwenang, dengan keputusangkamgdalam hal-hal :

a. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadagnga. Alasan ini
ditafsirkan sedemikian rupa sehingga meliputi kekidampuan atau sama
sekali tidak mungkin melaksanakan kewajiban karéelah dijatuhi
hukuman pidana yang disebabkan karena suatu kamahat

b. Orang tua berkelakuan buruk sekali. Meliputi. segalgkah laku yang
tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pengahk harus
memberikan contoh teladan terutama dalam pembeatukikental dan
spiritual serta perkembangan jiwa dari anak tersepuga termasuk
didalamnya perlakuan yang buruk terhadap jasmamask.

c. Orang tua sakit karena uzur atau sakit saraf.

d. Orang tua berpergian. untuk jangka waktu yang tididetahui kapan
kembalinya - 'dan kepergiannya _itu  pun tanpa menikggal atau
memberitahukan kemana tujuan kepergiannya itu.

Meskipun kekuasaan sebagal orang tua dicabut, kamereasih tetap

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepaak tersebut (pasal 49).

C.3. Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta

Pengertian harta perkawinan menurut Undang-Undsdogdl tahun 1974
tentang Perkawinan bersifat individual, hal inietiabkan karena kedudukan istri
dengan suami adalah seimbang, walaupun sudah thersabagai istri, seorang
perempuan tetap cakap melakukan perbuatan hukummdgga istri mempunyai hak
sepenuhnya atas harta benda kekayaan sendiri. hdath yang timbul selama
perkawinan tidak termasuk harta yang dibawa masiaging sebelum perkawinan

berlangsung.
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Harta benda perkawinan menurut Undang-Undang ®hin 1974 tentang
Perkawinan ada dua macam (pasal 35), yaitu :
a. Harta bersama adalah harta benda yang diperolemagierkawinan yang
menjadi harta bersama yang dikuasai bersama
b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dartahbenda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warsktah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihakniela&ntukan lain.
Mengenai harta bersama ini, suami istri dapairmak atas persetujuan kedua
belah pihak artinya suami dapat bertindak atasaHatsama setelah ada persetujuan
dari istri begitu pula istri dapat bertindak atasth bersama setelah ada persetujuan
dari suami. Apabila para pihak perkawinannya pukasena perceraian maka
mengenai harta bersama tersebut diatur menurutnimja masing-masing, yaitu

hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (pasdaB penjelasannya).

C.4. Hubungan suami istri dengan lingkungan darnyarakat
Dengan adanya perkawinan maka terjadi-hak danji®masuami istri disatu
pihak dengan lingkungan atau masyarakat di pihakderupa :
a. Suami wajib melindungi istri sesuai-kemampuan ngsmasing. Apabila
suami melalaikan kewajikan maka istri dapat mengadike Pengadilan.
b. Harta bersama suami istri menjadi jaminan atasgupgutang suami istri
c. Apabila perkawinan putus maka harta bersama dmmgnurut hukumnya

masing-masing.

D. Hukum Perkawinan di Singapura

Dalam hal ini penulis memilih hukum perkawinan $ingapura, karena
maraknya Warga Negara Indonesia yang melangsunagdawinan beda agama di
Negara tetangga kita, Singapura.

Singapura menganut sistem Common Law Inggris ysamga dengan negara-
negara tetangganya seperti Malaysia, India, Braas Myanmar, namun secara
spesifik pengaturan dan penerapannya disesuaikagadekebutuhan dan kebijakan
setiap Negara. Sistem common law di Singapura mmehgey perbedaan yang

material dengan system hukum di beberapa negara Asnhnya yang telah
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dipengaruhi oleh tradisi system civil law, sep&RC, Vietham dan Thailand atau
Negara-negara yang system hukumnya merupakan camgari sistem civil law dan
common law, misalnya Filipina. Undang-Undang tegt&enerapan Hukum Inggris
(The Application of the English Law Act) menetapKashwa common law Inggris,
termasuk prinsip-prinsip dan aturan-aturan tenteagilan sepanjang masih menjadi
bagian dari hukum Singapura sebelum 12 Novembes,1#8&n tetap menjadi bagian
dari hukum Singapurg. Dalam keluarga hukum Common Law, yang merupakan
sumber hukum utama adalah Yurisprudéhsi.

Sistem common law juga berpengaruh terhadap syistéam perkawinan di
Singapura. Hukum perkawinan di Singapura ada seketijetapkannya Women’s
Charter pada tahun 1961 sebagai hukum perkawingirsburuh warga di Singapura
selain Muslim. Di negara tersebut berkembang daneta@ berbagai suku bangsa
yang memiliki sistem perkawinan yang berbeda-beban bagi para warga muslim
tunduk pada Muslim Marriages Act (1966) yang diratleh Administration of
Muslim Law Act (AMLA).>

D.1. Perkawinan Beda'/Agama di Singapura

Perkawinan beda agama di Indonesia masih belumubsapat diterima oleh
masyarakat . Indonesia meskipun telah ada aturan gapat menjadikan perkawinan
beda agama itu sah dimata hukum Negara. Meskimirtddah ada Undang-Undang
Administrasi Kependudukan dengan pasal 35'yang mamgngesahkan perkawinan
beda agama, namun para pasangan beda agama megjmsndapat sanksi sosial,
seperti dikucilkan dan sebagainya.

Berbeda dengan masyarakat di . Singapura yang tidaklalu
mempermasalahkan satu sama lainnya yang melakt&awinan beda agama. Hal
ini dapat dimungkinkan karena tingkat kemajuan wsua¢gara juga berpengaruh
terhadap individualisme masyarakatnya.

Perkawinan beda agama selalu menjadi permasalamancypkup pelik untuk
diselesaikan dan membutuhkan perhatian yang ehkatréhati. Permasalahan sering
timbul ketika seorang non Muslim ingin menikah da@mgeorang Muslim. Apakah

mereka akan tunduk pada Undang-Undang PerkawimahdsiSingapura (Women'’s

% Singapore Law http://www.singaporelaw.sg/conteslSyst1.html.
**1pbid

% Matrimonial Law of Singapore. Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/matrimonial_law_of gjapore_wikipedia.
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Charter) atau dengan Hukum Islam (Muslim Marriaget) ADiantara pengaturan
tersebut, Administration of Muslim Law Act dan huwku Islam tidak
mengakomodasikan perkawinan beda agama. Meskipaiap@ beberapa fatwa
mengenai hal tersebut, namun dalam AMLA tidak digarkan. Sedangkan Women'’s
Charter tidak melarang seorang Muslim menikah demgen Muslim. Oleh karena itu
ketika calon suami dan calon istri berbeda agamkanjalan yang mereka pilih
biasanya untuk mengesahkan perkawinan mereka lakiikaegistry of Marriage®.
Artinya tunduk pada Women'’s Charter.

1.1. Syarat sah nya perkawinan menurut Women’st&har

Berdasarkan Women’s Charter syarat-syarat sahesgiawinan di Singapura
terdiri dari :
1. Perkawinan Monogami

Prinsip yang dianut oleh Women’s Charter adalatkg®@nan monogami,
seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satngowanita dan hanya satu kali
dalam waktu yang bersamaan, begitu pula sebalidpae |l section 4).
2. Usia telah mencapai 18 .tahun atau lebih

Kedewasaan merupakan ukuran seseorang untuk degakukan tindakan
hukum, begitu pula dengan perkawinan yang eradikajta dengan perubahan status
seseorang. Women’s Charter mengatur bahwa bataseseorang untuk melakukan
perkawinan adalah 18 tahun keatas (section 9).
3. Kekerabatan hubungan darah yang terlalu dekat
4. Calon pengantin adalah seorang pria dan wanita

Women’s Charter melarang adanya perkawinan anémansa jenis di
Singapura (section 12). Calon pengantin pria damitavvapada saat pengesahan
perkawinan (solemnisation day) harus membawa tathelatitas diri seperti NRIC
bagi Warga Negara Singapura ataupun PermanentdRéstBementara bagi Warga
Negara Asing yang ingin menumpang menikah di Siagamlapar menunjukkan
identitasnya dengan menggunakan paspor. Prosesegstan perkawinan harus
dihadiri oleh dua orang saksi yang juga pada $adtarus dapat menunjukkan tanda

identitas dirinya dan haruslah orang yang sudahgdiap dewasa.

% |slam in Singapore, http://en.wikipedia.org/wiklAm_in_Singapore
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1.2. Perkawinan beda agama menurut Women’s Charter

Section 3(4) Women’s Charter mengatakan bahwa :

No marriage between persons who are Muslims shalsdemnized or registered
under this act.

Women’s Charter bersifat terbuka, artinya semu&aweinan dikategorikan
sebagai pernikahan sipil (civil marriage).

Tidak ada perkawinan antara dua orang Muslim ydagat disahkan atau
didaftarkan perkawinannya dibawah aturan undangwgdni. Jadi pasal ini dapat
diinterpretasikan bahwa jika sepasang calon sustmikeduanya merupakan Muslim
maka tidak diperkenankan mengesahkan dan mencatgiikawinannya dengan
Women’s Charter. Singapura memfasilitasi perkawirartara seorang muslim
dengan sorang non muslim dalam Women’'s Charten. pedkawinan antara dua
orang dimana salah satunya adalah Muslim atau wer&a beda agama lainnya,
maka keduanya dapat mengesahkan perkawinan mereRaluim Register of
Marriages yang artinya dapat tunduk pada Women&t€h

Penggolongan pencatatan perkawinan beda agamkkeWomen’s Charter
merupakan suatu pilihan hukum. Pemerintah tidalatdapgenyelesaikan. interpersonal
conflicts yang ada, seperti masalah pendapat sgonaslim laki-laki boleh menikahi
wanita non. muslim akan tetapi Administration LawtAtanya memperbolehkan
perkawinan sesama umat muslim, keadaan seperbagaimanapun harus diatasi
karena perkawinan beda agama pada prakteknya sajapberlangsung dan harus
diatur oleh pemerintah...Oleh sebab itu pasangam lagfhma yang tunduk pada
Women’s Charter juga harus metaati segala persyassthnya perkawinan menurut
Undang-Undang tersebut.

E. Perbandingan Perkawinan Beda agama di Indonesiadan
Singapura

Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura menpiksamaan-persamaan
dan perbedaan-perbedaan, sebagai berikut :
E.1. Persamaan
1. Kata sepakat

Hukum perkawinan baik di Indonesia maupun di Spouga sama-sama
mempunyai syarat yaitu kesepakatan antara calogapén pria dengan pengantin
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wanita sebagai bentuk suatu ikatan dilaksanakapatamlanya paksaan dari pihak
lain. Kata sepakat ini dibuktikan dengan mengajugarmohonan untuk pengesahan
ke Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama di Ind@pestaupun ke Registry of
Marriage (ROM) dan Registry of Moslem Marriage (R®Mdi Singapura yang
dilakukan oleh kedua belah pihak calon pengantin.
2. Mempelai terdiri dari seorang pria dan seoraagita

Baik di Indonesia maupun di Singapura, setiap mg@ma yang akan
mengesahkan perkawinan mereka haruslah terdiri sorang pria dan seorang
wanita. Perkawinan sesama jenis tidak dibenarkamdbnesia mengingat pasal 1
Undang-Undang Perkawinan.yang menyatakan bahwakdpéman mempunyai
ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanitaBégitu pula dengan hukum
perkawinan di Singapura yang secara tegas melg@hkawinan sesama jenis dalam
Undang-Undang baik dalam Women's Charter (Sect®i))l maupun Muslim Law
Act. Pengaturan mengenai pria dan wanita menjatjagpenting dalam menyikapi
perkembangan jaman.yang kian marak dengan perkasasama jenis.
3. Larangan perkawinan dengan derajat tertentu

Perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungaamh dyang sangat
dekat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak bislogang kurang baik bagi
keturunan.'Baik di Indonesia maupun Singapura périen dengan derajat tertentu
dilarang oleh agama manapun. Baik itu garis lureat&s dan kebawah maupun
menyamping dan semenda. ‘Berbeda dengan orang orang- India yang
mengadopsi hukum Hindu, mereka diperbolehkan méntkatara seorang paman
dengan keponakannya sendiri. Oleh sebab itu diapung perkawinan semacam ini
menjadi pengecualian dalam Women'’s Charter (Sediio2)).
4. Batasan usia

Meskipun batasan usia di tiap-tiap negara atatipprtiap peraturan berbeda-
beda, tetapi semuanya menetapkan batasan usia ahibagi calon pasangan suami
istri. Sehingga setiap orang yang ingin menikahatiapemperhatikan kecakapannya
dari segi kedewasaannya.
5. Unsur keagamaan

Indonesia dan Singapura sama-sama mempertimbangksur keagamaan

dalam mengatur hukum perkawinannya.

E2. Perbedaan
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Di Indonesia
1. Asas Monogami Terbuka

Indonesia menganut asas monogami terbuka. Artipggkawinan pada
asasnya adalah monogami, namun pasal 4 dan pasaddng-Undang Perkawinan
Nomor 1 tahun 1974 membuka kemungkinan seorangdkkidapat memiliki istri
lebih dari seorang asalkan tidak bertentangan deagaan agamanya.
2. Batasan Usia

Batasan usia untuk menikah di Indonesia adalaial bagi calon pengantin
pria dan 15 tahun bagi calon pengantin wanita lsendan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Sedangkan berdasarkan Undang-Uitekgwinan Nomor 1 tahun
1974, batas usia minimal adalah 19 tahun bagi gaémgantin pria dan 16 tahun bagi
calon pengantin wanita.
3. Unsur keagamaan

Undang-Undang- Perkawinan Indonesia mempertimbangkasur-unsur
keagamaan, oleh sebab itu tidak diatur mengen&ap@nan beda agama. Misal nya
menurut agama Islam, harus adanya izin orang tuaalan mempelai wanita, hal ini

untuk melindungi wanita muslim dari perkawinan badama.

Di Singapura
1. Asas Monogami

Singapura menganut asas monogami mutlak-untuknmasiim berdasarkan
Women’s Charter. Sedangkan bagi muslim berdasakkasiem Law Act berlaku
asas monogamy terbuka seperti asas yang berlakwaahesia dimana seorang pria
dapat memiliki istri lebih dari satu orang dengasmarat harus dengan persetujuan
hakim agama atau wali dari pengantin wanita yaragaknikahi.

2. Batasan Usia

Untuk melangsungkan perkawinan di Singapura ber#as Women’s
Charter disyaratkan telah berusia 18 tahun atab.|®&agi yang berusia dibawah 18
tahun boleh melangsungkan perkawinan asalkan mem@&kah duda ataupun janda
dan dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumalgh tberakhir dan sah
menurut hukum. Sementara dalam Moslem Law Act jogensyaratkan 18 tahun,
jika berusia di bawah 18 tahun maka harus mendagatetujuan dari wali untuk
melangsungkan perkawinan.

3. Unsur Keagamaan

Keabsahan perkawinan..., Alvina Suwasiswahyuni,l#HWﬁ,@j@S Indonesia



30

Sistem hukum perkawinan di Singapura dibagi menja, bagi penganut
agama Islam diatur dalam Administration of MosleawlLAct dan non Islam diatur
dalam Women’s Charter. Pembagian tersebut merupad@ah satu bentuk
penghormatan bagi agama Islam untuk mengatur umatmgnaati ajaran agamanya.
Sementara lainnya diatur oleh hukum nasional y#tomen’s Charter. Walaupun
begitu, Singapura tidak melarang adanya perkawlieaia agama, karena perkawinan
beda agama tersebut akan tunduk pada Women's Cliatetidak mensyaratkan
harus mendapat izin orang tua seperti yang bedakwonesia.

F. Lembaga Catatan Sipil di Indonesia
F. 1. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia

Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia saah@nupakan kelanjutan
peralihan dari lembaga Burgerlijke Stand yang lardari Belanda dan diberlakukan
di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Bukge8tand merupakan lembaga
yang diadakan oleh penguasa yang dimaksudkan umtemabukukan perstiwa—
peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinarrcemian, dan kematian selengkap
mungkin sehingga dapat memberikan kepastian huikiBetiap peristiwa dicatatkan
sebagai bukti bahwa peristiwa tersebut benar-bésgadi dan bukti pencatatan
tersebut dapat digunakan baik bagi yang berkemgntimaupun pihak ketiga pada
setiap saat.

Burgerlijke Stand .yang ada di Belanda sebenarnyashe dari Perancis.
Seperti kita ketahui Belanda dahulu pernah- mengedirah-jajahan Perancis. Di
Perancis sendiri sebelumnya telah ada daftar-daféargenal perkawinan, kelahiran,
dan kematian namun daftar-daftar. tersebut dikenak@eh pendeta. Sejak
dibentuknya Undang-Undang tanggal 20 September ,1Pémerintah Kota Praja
ditugaskan melakukan pencatatan kelahiran, perlawidan kematian warga Kota
Praja sedangkan badan maupun orang lain dilararigkmi@n pekerjaan itt?
Dengan demikian pelaksanaan Catatan Sipil dianiibipglaksanaannya dari pendeta
ke Pemerintah.

Kemudian Lembaga Catatan Sipil ini diterapkan diaBda dan wilayah-

wilayah jajahannya termasuk Hindia Belanda. Di Batgpelaksanaan Catatan Sipil

" Victor M. Situmorang dan Cormentyna SitanggangeksHukum Akta Catatan Sipil di Indonesia
(Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 15.
8 |bid.
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telah dilakukan sejak tahun 1820. Hal ini dibuktikdengan arsip yang tersimpan di
Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukd&karta. Pada waktu itu
pelaksanaan catatan sipil hanya dilakukan baging@alio penduduk tertentu saja
khususnya bagi golongan Eropa. Hal ini tidak lepasi adanya penggolongan
penduduk pada waktu itu yang menyebabkan berlaktmkum yang berbeda bagi
tiap golongan penduduk.

Pembagian penduduk ke dalam tiga golongan yaitong@ain Eropa, Timur Asing,
dan Pribumi (Indonesia Asli) diatur dalam pasal ltdsche Reglement yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Apabila peraturan-peraturan.dari Undang-undangdari peraturan umum dan
peraturan-peraturanlain, reglemen-reglemen, penafperaturan polisi dan
peraturan-peraturan administrasi membedakan aelangan Eropa, Indonesia,
dan Timur Asing, untuk mereka berlaku peraturarafoean berikut:

b. Pada peraturan-peraturan golongan Eropa tunduk:

1. Semua orang Belandé&emua orang yang tidak termasuk kedalam golongan

nomor 1 namun berasal dari Eropa.

2. Semua orang Jepang dan semua orang yang tita&sigk golongan nomor 1
dan 2 namun di negeri asalnya berlaku hukum ketugagg dalam pokoknya
berdasar pada asas-asas yang sama dengan asastasda.

3. Anak-anak yang sah atau diakui secara sah mehllndang-undang, yang
dilahirkan di Indonesia dan turun-temurun lanju@eri orang-orang yang
termasuk dalam golongan nomor 2 dan 3.

c. Pada peraturan-peraturan untuk-golongan Inagortaaduk kecuali kedudukan
hukum dari golongan Indonesia Nasrani yang ditetaglengan ordonansi semua
orang yang termasuk dalam golongan Indonesia Adtidbnesia dan tidak telah
masuk dalam golongan penduduk lain dari golongdoriesia Asli dan sekarang
telah mempersatukan diri dengan golongan Indorfedia

d. Pada peraturan-peraturan untuk golongan TimaingAtunduk kecuali mereka
yang beragama Nasrani yang akan ditetapkan dengimansi, semua orang
yang tak termasuk golongan yang dimaksudkan olefon@ atau 3 dari pasal ini.

e. Gubernur Jenderal berhak selaras dengan "Reatdanesie” untuk menyatakan

peraturan- peraturan yang berlaku bagi golongapd&oga berlaku bagi orang,

2H. Soekarno, Mengenal Administrasi dan Prosedtat@a Sipil (Jakarta: CV. Coriena, 1985), hal.
53.
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untuk siapa sebetulnya peraturan-peraturan itk tialaku. Pernyataan berlaku
tersebut berlaku dengan sendirinya untuk anak-aahkatau yang diakui menurut
undang-undang dan yang dilahirkan setelah itu $ertenan-turunan lanjutan dari
yang bersangkutan.

Setiap orang dapat minta ditetapkan oleh Hakienunut peraturan-peraturan
yang akan ditetapkan oleh ordonansi, dalam golonganduduk mana ia
termasuk.

Sedangkan pedoman politik bagi Pemerintah Hindiaik terhadap hukum

di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 IS yangpaakoknya sebagai berikut:

a.

Hukum Perdata dan Hukum Dagang (begitu pula hukisand serta Hukum
Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata) harus dikadikan yakni diletakkan
dalam Kitab Undang-undang.
Untuk golongan bangsa Eropa dianut peraturan pengxdndangan yang
berlaku di Belanda (asas konkordansi).
Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur ¢\gka ternyata kebutuhan
masyarakat mereka menghendakinya maka peraturatipEr untuk bangsa
Eropa dapat berlaku bagi mereka baik seluruhnyagate perubahan, dan juga
diperbolehkan-membuat suatu peraturan baru bersdntak itu-aturan-aturan
yang berlaku di kalangan mereka harus diindahkan gEnyimpangan boleh
diadakan jika diminta untuk kepentingan umum atgloutuhan masyarakat.
Bangsa Indonesia asli dan banga Timur Asing sepgrjalum ditentukan lain di
bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa: Ebapehklan menundukkan
diri (onderwerpen) pada hukum-yang-berlaku untukgsa Eropa. Penundukkan
diri ini boleh dilakukan secara umum maupun dal@mbpatan tertentu saja.
Sebelum hukum untuk-bangsa Indonesia ditulis dalémdang-undang, bagi
mereka tetap berlaku hukum yang sekarang berlagu rhareka yaitu hukum
adat.

Hal penundukkan diri diperjelas dengan adanya 8Staatsblad 1917 No.12

mengenai kemungkinan menudukkan diri pada hukurpd&mdalam hal ini ada empat

macam penundukkan diri yaittf :

a. Penundukkan pada seluruh hukum perdata Eropa.

b.

Penundukkan diri pada sebagian hukum perdata Eropa.

%0 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,oifp hal. 18
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c. Penundukkan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu

d. Penundukkan secara diam-diam yaitu menurut Pasaya2g berbunyi "jika

seorang Bangsa Indonesia Asli melakukan suatu pgbuhukum yang tidak
dikenal dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggagarse diam-diam
menundukkan dirinya pada hukum Eropa”.

Sejalan dengan penggolongan penduduk diatas madlkspeaan Catatan Sipil

ditetapkan dalam reglemen-reglemen sebagai bétikut

a.

Reglemen Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan ivegeka yang menurut
hukumnya dipersamakan dengan hukum yang berlakii dgi@gngan Eropa.
Ordonansi tanggal 10 Mei 1849 yaitu S. 1849 No. 25.
Reglemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftaata@aiSipil untuk orang
Tionghoa. Ordonansi tanggal 19 Maret 1917 yaitul$l7 No. 130 kemudian
reglemen ini diubah dengan S. 1918 No. 356. Daglaepembaharuan itu maka
ditetapkan berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 dengd 9 No. 31.
Reglemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftatadabipil untuk beberapa
golongan penduduk Indonesia di Jawa dan Madura tidag termasuk rakyat
Swapraja. Ordonansi tanggal 15 Oktober 1920 S. M2F51 jo. S. 1927 No.
564 dan _setelah diubah pada tahun 1926 dan tah2in @®ilai berlaku pada
tanggal 1 Januari 1928.
Reglemen Catatan Sipil bagi orang-orang Indonesisrdihi. Ordonansi tanggal
15 Februari 1933 S. 1933 No. 75 jo. S. 1936 No. 60ana lengkap Reglemen
tersebut adalah "Reglement mengenai penyelenggdedtardaftar Catatan Sipil
untuk orang-orang-Indonesia Nasrani-Manado, yakgnail dibawah Minahasa
dan Pulau-pulau-Teun,  Nila dan Serua dari Residémgiuku”. Menurut
Stbld.1936 No0.607 Reglemen ini mulai berlaku tahdgdanuari 1937.
Reglemen daftar-daftar Catatan Sipil untuk perkawirtampuran. Ordonansi
tanggal 4 Juni 1904 S. 1904 No. 279. Ordonangnuiai berlaku tanggal 1 Juli
1904.

Burgerlijke Stand pada waktu itu, berada satu d&ypyan Pengadilan Negeri

dan Raad van Justisi (sekarang Kejaksaan). Befgas@rdonansi-ordonansi yang

telah disebutkan diatas, ditetapkanlah daftar-dafkéa Catatan Sipil yang berbeda

31 1bid, hal. 19.
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untuk masing-masing golongan, sebagai beffkut

a. Untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamhikkumnya dengan bangsa
Eropa disediakan lima macam daftar akta Catatailt Sip
1. Daftar Kelahiran.

Daftar Pemberitahuan Perkawinan.

Daftar Izin Perkawinan.

Daftar Perkawinan dan Perceraian.

a k w D

Daftar Kematian.
b. Bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing disedralempat macam daftar akta

Catatan Sipil:

1. Daftar Kelahiran.

2. Datftar Izin Perkawinan.

3. Daftar Perkawinan dan Perceraian.

4. Daftar Kematian.

Dalam perkembangannya daftar kelahiran dibagi kéirdaam 4 daftar yaitu:

1. Daftar Kepala (umum), yaitu daftar.untuk memuatasedelahiran yang
diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil dengdak tada suatu
pengakuan anak.

2. Daftar Tambahan, yaitu daftar untuk memuat segeia yang dikirim oleh
orang-orang perantara. Catatan Sipil tentang kelatkelahiran yang
diberitahukan kepada mereka.

3. Daftar Tambahan untuk memuat segala pengakuan lkeeumakuan yang
dilakukan pada waktu perkawinan.

4. Daftar Tambahan untuk memuat akta-akta lain.yangumg Undangundang
harus dibukukan dalam daftar kelahiran.

Kemudian daftar kematian dibagi menjadi tiga madaftar lagi:

1. Daftar Umum yaitu daftar yang memuat segala kemateng diberitahukan
kepada Pegawai Catatan Sipil.

2. Daftar Tambahan untuk memuat segala akta-akta géagm oleh orang-
orang perantara Catatan Sipil tentang kematian-kamgang diberitahukan
kepada mereka.

3. Daftar Tambahan untuk memuat segala akta-aktayaig menurut Undang-

%2 “Riwayat Pencatatan Sipil Jakarta,http://www.kependudukancapil.go.id/index.phartikel/11-
riwayat-pencatatan-sipil jakarta-1>
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undang harus dibukukan dalam daftar kematian.

c. Untuk golongan Indonesia Asli yang tinggal awa dan Madura disediakan tiga

macam daftar catatan sipil:

1.
2.
3.

Daftar Kelahiran.
Daftar Pemilihan Nama.

Daftar Kematian.

Daftar-daftar untuk golongan Indonesia asli inipdibatasi hanya terhadap

mereka yang memenuhi ketentuan :

1.

Mereka yang berhak memakai salah satu gelar kebaagsn Indonesia

kecuali mereka yang hanya memakai gelar "Mas”.

2. Pegawai negeri yang minimal bergaji 100 Gulden.

3. Opsir-opsir tentara dan pensiunannya yang minimamitiki berpangkat

5.

Kolonel.

Semua orang yang menurut firman raja tanggal 1%eSd®er 1916 Nomor 26
(S. 1917 No. 12) telah berlaku atau menundukkanpdila sebagian hukum
privat golongan Eropa.

Keturunan laki-laki dari orang-orang yang disebadigpnomor 1, 2, 3, 4.

d. Bagi golongan Indonesia Asli yang beragama Naslialawa, Madura, Minahasa,

dan Ambon disediakan lima macam daftar catatahysapu:

1. Daftar Kelahiran.

o bk WD

Daftar Pemilihan Nama.

Daftar Perkawinan.

Daftar Perceraian:

Daftar Kematian

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa lembagat@a Sipil pada awalnya

memiliki kegiatan yang amat terbatas. Penduduk yaegikmati pelayanan Lembaga

Catatan Sipil juga masih terbatas dan terkesarrigisiatif. Hal ini tidak lepas dari

pandangan politik Pemerintah Kolonial Belanda ygragla waktu itu membagi

penduduk Indonesia ke dalam golongan-golongan mhridu

Setelah kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus, 18byelenggaraan

Pencatatan Sipil diambil alih oleh Pemerintah Rékumdonesia dan Lembaga

Catatan Sipil dilanjutkan kegiatannya dengan mesienu apa-apa yang dahulu

dikerjakan oleh lembaga ini, termasuk namanya masgémggunakan Burgerlijke

Stand. Berlandaskan pada Undang-undang Dasar 184& R Aturan Peralihan,
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maka Ordonansi-ordonansi Catatan Sipil masih berkdtelah Indonesia merdeka.
Hal ini menyebabkan ketertutupan sifat pelayanamgydiberikan Kantor Catatan
Sipil terus berlanjut sejak awal kemerdekaan hinggaa pemerintahan Orde Lafia.
Pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat pemikirauk melaksanakan
Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konseBezanjak dari pemikiran
tersebut maka dikeluarkanlah Instruksi Presidium biket Ampera No.
31/U/IN/12/1966. Dengan dikeluarkannya Instruksedfdium ini maka pelayanan
Catatan Sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh Bdol Indonesid® Pertimbangan
yang mendasari dikeluarkannya Instruksi Presidiameebut antara lain dikarenakan
masih berlakunya penggolongan penduduk yang sudak sesuai lagi dengan
perjuangan dan martabat bangsa Indonesia. Adamruksi Presidium itu memuat
beberapa hal pokdk
a. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang GatSipil yang bersifat
Nasional, tidak digunakan lagi penggolongan-permyugan penduduk Indonesia
berdasarkan pasal 131 dan. 163 |. S..("Europeoridfiféemde Oosterlingen”,
"Inlanders"), pada Kantor Catatan Sipil di selutionesia.

b. Untuk selanjutnya Kantor "Catatan Sipil di Indonesgbuka bagi seluruh
penduduk Indonesia dan hanya antara Warga Negdoadsia dan Orang Asing.

c. Ketentuan-ketentuan 'tersebut angka (a) dan (b)tas @aidak mengurangi
berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawwansan dan ketentuan-
ketentuan hukum perdata lainnya.

Dalam “waktu.-yang bersamaan, Ketua Presidium Kab/kmipera juga
menetapkan suatu keputusan-No. 127/U/Kep/1966rgrgaraturan ganti nama bagi
WNI yang memakal nama Cina untuk melaksanakan Kespat dan Instruksi
Presidium Kabinet tersebut. Kemudian pada tahur7 IdBeluarkan Surat Edaran
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakinhm J.A.2/2/5/Pemudes
51/1/3 tanggal 28 Januari 1967 yang ditujukan kéebdwr, Kepala Daerah, Bupati
Kepala Daerah,Walikota, dan Kepala Kantor Cataipit & seluruh Indonesia. Pada
prinsipnya Surat Edaran Bersama ini mengatur miaseknis pencantuman data
kewarganegaraan seseorang dalam suatu akta C8iathrtidak ada lagi golongan

kependudukan. Oleh karena itu menurut Surat Ed&arsama ini yang boleh

3 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,oifp, hal. 23
34 ki
Ibid
% “Riwayat Pencatatan Sipil Jakarta it&p://www.kependudukancapil.go.id/index.plaptikel/11-
riwayat-pencatatan-sipil jakarta-1>
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dicantumkan ada tiga macam data di bidang kewaggaaan yakrif
1. Warga Negara Indonesia (bagi yang jelas kewargaaagaya) berlaku untuk
Warga Negara Indonesia Asli maupun keturunan.
2. Warga Negara Asing (bagi yang mempunyai dokumen).
3. Tanpa Kewarganegaraan (apatride) bagi yang tidak kewarganegaraannya.
Pelaksanaan penyelenggaraan Catatan Sipil di rahsalil Jakarta dilakukan
oleh dua Kantor Catatan Sipil , yaitu Kantor Cata&ipil Batavia yang berkantor di
sekitar Gambir dan kantor Catatan Sipil Meestern€ls di Jatinegara. Kantor
Catatan Sipil Batavia melayani kepentingan wargeabidang Catatan Sipil yang
berdiam di lingkungan Batavia Centrum dan Weltegrededangkan Kantor Catatan
Sipil Meester Cornelis: melayani kepentingan wargaka@awasan Pasar Minggu,
Bekasi, Cengkareng, dan sekitarfi{&eirama dengan sistem pemerintahan di Jakarta
setelah proklamasi kemerdekaan, tahun 1949 Kardtatéh Sipil Batavia dan Kantor
Catatan Sipil Meester Cornelis digabung menjadi singan nama Kantor Catatan
Sipil Jakarta dan kemudian.dalam Keputusan GubévouB649/a/1/1974 tanggal 31
Juli 1974 namanya berubah menjadi Kantor Catatpit Bemerintah DKI Jakarts.
Kebijaksanaan ini merupakan usaha dalam peningkzarbinaan penyelenggaraan
Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil Pemerintah DBakarta ini selanjutnya
ditingkatkan ' statusnya menjadi Kantor Catatan Sipitopinsi DKI Jakarta
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan MenterinD&lageri Nomor 55 tahun
1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor @atgtpil-Propinsi DKI Jakarts.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 19é@pkan pembagian
wilayah DKI Jakarta menjadi lima wilayah dalam reaglekonsentrasi pemerintah
DKI Jakarta. Di lima wilayah Kota DKI Jakarta telose dibentuk juga aparat Catatan
Sipil dengan pembinaan sepenuhnya oleh Walikotangst. Pada tahun 1975
dengan Keputusan Gubernur namanya diubah menjadioK&embantu Catatan
Sipil.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tah@i4 tentang
perkawinan beserta peraturan pelaksananya yakmituUPan Pemerintah nomor 9
tahun 1975 , maka kebutuhan masyarakat akan LemDatgan Sipil mulai terasa

sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya kewajilorguk mencatatkan perkawinan

% Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,cifp hal. 24.
3"H. Soekarno, op. cit., hal. 19.
3 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,cifp hal. 27.
39 1hi

Ibid
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seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) Undadgng nomor 1 tahun 1974.
Berdasarkan pertimbangan dan akibat diberlakukathydangundang Perkawinan
serta Peraturan Pelaksanaannya tersebut, makaisagjaBatatan Sipil DKI Jakarta
yang telah ada disempurnakan dengan Keputusan @ubkepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1149 tahun 1981 yaitu tentBegyempurnaan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Rertad DKI Jakarta.

F.2. Peranan Kantor Catatan Sipil di Bidang HukwerkBwinan Setelah Berlakunya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 19%tdf Catatan Sipil
memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan menpatkawinan terutama bagi
mereka yang tunduk pada KUHPerdata, GHR, dan H®@kal 76 KUHPerdata
menyebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkbadiipan Pegawai Pencatatan
Sipil di tempat tinggal salah satu pihak dengaradiith oleh dua orang saksi. Seperti
kita tahu pada waktu itu perkawinan hanya.dilinaath hubungan keperdataan saja
sehingga upacara keagamaaan dalam perkawinanrtidakpakan suatu keharusan.
Pasal 81 KUHPerdata menyatakan : Tiada suatu up&eagamaan boleh dilakukan
sebelum kedua pihak kepada pejabat agama merekaukgkan, bahwa perkawinan
dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsfing.

Kemudian pasal 100 KUHPerdata menyatakan : Adangugperkawinan tak
dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dersdaa pelangsungan perkawinan
itu, yang telah“dibukukan dalam_register Catatamil,Skecuali dalam hal-hal yang
teratur dalam pasal-pasal berikbt.

Dengan demikian perkawinan dinyatakan sah ketileagsungkan di hadapan
Pegawai Catatan Sipil. Untuk membuktikan -adanyskgyenan tersebut, maka
ditunjukkan dengan akta perkawinan yang dibuat dikeluarkan oleh Pegawai
Catatan Sipil. Pada waktu itu sebelum berlakunyaddg-Undang nomor 1 tahun
1974 upacara keagamaan tidak menentukan keabsahawman.

Setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun ké®#&nangan Kantor
Catatan Sipil dalam bidang hukum perkawinan memgalperubahan. Dalam

rumusan perkawinan menurut Undang-Undang nomor hiintal974 dinyatakan

“0 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Voet. diteriemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio. Cet. 28 (Jakarta: Pradnya Paranie®6), Psl. 81.
*Ibid, Psl. 100.
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dengan tegas bahwa untuk membentuk keluarga ataahrtangga yang bahagia dan
kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarkawinan harus didasarkan
pada agama dan kepercayaan masing-masing sepegtidj@manatkan pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian lpasayat (2) menentukan
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratyperundang-undangan yang
berlaku. Yang dimaksud disini adalah pencatatana peghtor catatan sipil yang

berwenang mengeluarkan salinan akta perkawinan.

F. 3. Peranan Kantor Catatan Sipil dalam PerkawBea Agama

Jika kita berbicara mengenai perkawinan tentu tidpks dari Kantor Catatan
Sipil. Karena lembaga.ini- adalah satu-satunya tusstiyang melakukan pencatatan
perkawinan termasuk perkawinan beda agama. KewanaKgntor Catatan Sipil
dalam bidang perkawinan sebelum dan setelah benakUndang-Undang nomor 1
tahun 1974, seperti kita tahu mengalami perubahalan® hal perkawinan beda
agama perubahan kewenangan ini membawa dampalsigmiikan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun,1BZdtor Catatan
Sipil diberi kewenangan untuk melangsungkan dan catab-perkawinan. Hal ini
seperti kita ketahui ditegaskan dalam pasal 81 Kérd&a dan 100 KUHPerdata.
Pada saat itu pelaksanaan perkawinan beda agaraatgla diatur dalam GHR.
Perkawinan beda agama termasuk salah satu benkdwpean campuran. Perbedaan
agama, suku bangsa, dan keturunan bukan menjadihakamg terjadinya suatu
perkawinari’ Pada waktu itu tidak ada masalah mengenai perkewireda agama.
Kantor Catatan Sipil berwenang melangsungkan perneawbeda agama sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam GHR.

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun J@rkawinan beda
agama menimbulkan permasalahan tersendiri. Karatat@h Sipil tidak lagi menjadi
penentu keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinarditentukan oleh sah-
tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum agamatd¢ Catatan Sipil kini hanya
berwenang mencatatkan perkawinan dari pasangani ssamnon-Islam setelah
sebelumnya mendapat pengesahan dari agama. Pasahdang-undang nomor 1
tahun 1974 juga telah mempersempit batasan perkawgampuran hanya pada
perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesigadeseorang Warga negara

2 Lihat Pasal 7 ayat (2) GHR.
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Asing. Perkawinan beda agama tidak diatur secasplisk dalam Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974.

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen merpeugawinan beda
agama merupakan hal yang tak mungkin dihindarkaaadg-undang nomor 1 tahun
1974 merupakan benturan bagi pasangan yang bedmgaiaa dalam melakukan
perkawinan beda agama. Jika hukum agama tidak nmengesahkan perkawinan
beda agama maka KUA maupun Kantor Catatan Sigktleerhak untuk melakukan
pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Segaagama yang dianut oleh
masing-masing mempelai tidak memperkenankan umatrgyakah secara berlainan
agama dan kemudian tidak mau melangsungkan/mentbgrckawinan mereka,
maka berdampak kemudian pemerintah yaitu KUA dantétaCatatan Sipil tidak
dapat mencatat perkawinan mereka, karena mengapggstiwa perkawinan belum
terjadi (sah)?

Dalam suatu perkawinan antara mempelai yang berbgdena itu dimana
keduanya bukan beragama Islam, maka Kantor “Cat&igmil melaksanakan
pencatatan perkawinan mereka sesual dengan peagesalah satu agama. Tetapi
jlka salah satunya beragama Islam, maka sekalipemkawinan mereka telah
dilangsungkan menurut hukum dan tatacara salahagmma yang lain seperti oleh
agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghuetap saja Kantor Catatan Sipil
tidak dapat mencatat perkawinan tersebut, olehnkaperundang-undangan catatan
sipil sampai saat ini tidak menyediakan daftar peikan untuk orang Islaff.Pada
waktu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 ‘Tah@r4, kasus seperti ini
diselesaikan melalui penundukan-diri-pada hukumd#tar Barat, tapi saat ini
penundukan diri pada hukum perdata barat sudak diitierlakukan lagf?

Sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang ndntahun 1974 telah
terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama yaatatdan di Kantor Catatan
Sipil. Penulis akan mencoba menguraikan beberadatanya sehingga terlihat jelas
perubahan kewenangan Kantor Catatan Sipil mengpediawinan beda agama

sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang nbradmun 1974.

3 Sudhar Indopa, “Pencatatan Perkawinan Campurara péahtor Catatan Sipil,” (Makalah
disampaikan pada seminar mengenai Perkawinan Campdsn Permasalahan Hukumnya, Suria
Nataatmadja and Associates, Jakarta, 31 Mei 20@6)2-3.

** Ibid

** Ibid
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F. 4. Pelaporan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukd uar Negeri ke Kantor

Catatan Sipil

Karena perkawinan beda agama hampir tidak munglakukan di Indonesia,
maka cara yang banyak ditempuh pasangan-pasangan iygin melangsungkan
perkawinan terlebih lagi bagi pasangan yang beragammslim dengan non muslim
dan tetap ingin mempertahankan agamanya masingignaadalah dengan
melangsungkan perkawinan sipil di luar ned@rSetelah kembali ke Indonesia
perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatail 8i tempat kediaman mereka.

Kantor Catatan Sipil DKl Jakarta seharusnya mendgdakaporan perkawinan
tersebut sesuai dengan pasal 23 Keputusan. GubBPKiudakarta nomor 15 tahun

1999”7

(1) Setiap perkawinan yang dilangsungkan di lu@ofresia antar WNI atau WNI
dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurktitnuyang berlaku di
negara tempat perkawinan. itu dilangsungkan dan Wagl tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

(2) Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawgsragaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal'ini dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan ini.sesuai dengan bunyi pasal 56 Undamigblg nomor 1 tahun
197448
(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesiarantua orang WNI atau

seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakumkanurut hukum yang
berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangkangdan bagi WNI tidak
melanggar ketentuan undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istrkémbali di wilayah Indonesia,
surat bukti perkawinan .mereka harus didaftarkan Kdintor Pencatatan
perkawinan tempat tinggal mereka.

Di dalam Surat Pelaporan Perkawinan ditulis dentggas bahwa surat
pelaporan ini bukan merupakan akta perkawinan. Addekawinan bagi pasangan
tersebut adalah akta perkawinan yang dibuat di afa@atatan Sipil di luar negeri.
Pelaporan hanya untuk memenuhi syarat dalam p#&salyat (2) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974. Akta perkawinan beserta bu&lagoran perkawinan dapat

“® Ibid
7 Ibid
8 Indonesia (a), op. cit., Psl. 56.
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dijadikan bukti sahnya perkawinan mereka.

F. 5. Kewenangan Kantor Catatan Sipil Mencatat #eikan Beda Agama Setelah
Berlakunya Pasal 35 huruf a Undang-Undang NomorT2Bun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 28@@ng Administrasi
Kependudukan, peraturan perundang-undangan pek&saGatatan Sipil masih
terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa d@détan satu dengan lainnya.
Pembentukan suatu Undang-Undang tentang adminiskeg®endudukan sangat
diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan kepadtukum khususnya bidang
pelayanan masyarakat.

Selama ini pelaksanaan Catatan Sipil di Indoneasiasdrkan pada ordonansi-
ordonansi yang merupakan produk hukum kolonial.oBamsi-ordonansi ini sifatnya
sangat diskriminatif. karena pada masa itu di Ind@neliberlakukan penggolongan
penduduk. Hal ini tentu.saja tidak sesuai lagi @engita-cita banga Indonesia yang
merdeka dan menjunjung hak asasi manusia.

Pada akhir Desember 2006 Pencatatan Sipil di Irslanelah mendapat
pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-bgd@gomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, menghapus seond@nansi atau peraturan-
peraturan yang sebelumnya mengatur pencatatandsijmtionesia. Undang-Undang
Administrasi Kependudukan yang di dalamnya terdapahgaturan mengenai
Pencatatan Sipil diharapkan dapat memberikan pema@nbak administratif seperti
pelayanan publik serta perlindungan yang berkedaagan dokumen kependudukan
tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Salah satu pasal yang banyak mengundang perdetaitan Undang-Undang
nomor 23 tahun 2006 adalah pasal 35 huruf a. Bosgal tersebut adalah :
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dakah3saberlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Penjelasan pasal 35 huruf a: Yang dimaksud dengarkdwinan yang ditetapkan

oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukdaraumat yang berbeda agama.

Pasal ini mengundang banyak perdebatan karenauseig perkawinan beda agama
tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil leicuagama mengesahkan
perkawinan tersebut. Ini adalah implikasi dari kétean pasal 2 Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974. Melalui pasal 35 huruf a Unddngang nomor 23 tahun 2006,
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negara membuka kemungkinan untuk mencatatkan parawbeda agama.
Syaratnya adalah adanya Penetapan Pengadilan yangerintahkan perkawinan
tersebut untuk dicatatkan di Kantor Catatan SPdrumusan pasal tersebut didasari

oleh latar belakang dan alasan-alasan tertentu.

G. Kewenangan Pencatatan Kantor Catatan Sipil

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidalarang perkawinan
beda agama, juga tidak mengatur dengan tegas ¢empnkawinan beda agama.
Namun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinansdkah banyak pihak bahwa
perkawinan yang sah adalah perkawinan antara pasa@mg seagama.

Timbul masalah bagaimana dengan pasangan yangdaedgama. Walaupun
mereka saling mencintai apakah harus memutuskamingaln karena perbedaan
agama diantara mereka. Demi meresmikan hubungaih kasreka dalam suatu
hubungan perkawinan yang sah, pasangan yang bedmsiaa berusaha mencari
jalan keluar. Jalan yang mereka tempuh akhirnyégahdaelangsungkan perkawinan
di Negara-negara diluar Indonesia yang tidak metarperkawinan beda agama.
Negara tetangga kita, Singapura adalah negaraktdrgang kebetulan system hukum
perkawinan mereka tidak melarang adanya perkavweda agama.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan di luagrineg memperoleh
sertifikat perkawinan sebagai bukti sah atas peirkawmereka. Sertifikat ini yang
kemudian mereka daftarkan atau catatkan pada K&atatan Sipil. Kantor Catatan
Sipil tidak meneliti apakah perkawinan tersebutébadama atau tidak, tetapi mereka
hanya melihat sertifikat perkawinan tersebut seblgkti yang sah atas perkawinan
pasangan tersebut dan mencatatkannya dalam daéisn& untuk itu.

Di Singapura pasangan bedaragama yang hendak ahes&ma halnya
dengan aturan non muslim lainnya mendaftarkan penemnya di Registry of
Marriage (ROM) yang tunduk pada Women'’s Charter.

Bagi umat muslim yang melakukan perkawinan dengaaraa muslim, dapat
mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya di Kdamtesan Agama tempat
mereka tinggal berdasarkan Undang-Undang Perkawhamor 1 tahun 1974,
sedangkan bagi calon pengantin non muslim tetagideya memeluk agama yang
sama, dapat mencatatkan perkawinannya yang tekdhldin berdasarkan agama

mereka di Kantor Catatan Sipil. Undang-Undang Adstiiasi Kependudukan Nomor

Keabsahan perkawinan..., Alvina Suwasiswahyuni,lF‘n'Wﬁ,ﬁj‘@S Indonesia



44

23 tahun 2006 tidak memberikan pengaturan khususgemai proses pencatatan
perkawinan beda agama. Pada pasal 35 huruf a Undiaggng Administrasi

Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 hanya menyatakscapatan perkawinan
sebagaimana dimaksud oleh pasal 34 Undang-Undangnfsirasi Kependudukan

Nomor 23 tahun 2006 juga berlaku bagi perkawinargyditetapkan oleh Pengadilan.
Sedangkan dalam penjelasan pasal 35 huruf a yangkdud dengan perkawinan
yang ditetapkan Pengadilan adalah perkawinan yaladutan antar umat yang
berbeda agama. Dari hasil wawancara dengan Bapak $udhar Indopa MM.,

Kepala Sub Dis Bina Pencatatan Dinas Kependudulkan Ghtatan Sipil Provinsi

DKI Jakarta beserta para stafnya dinyatakan bahwsaep pencatatan perkawinan
beda agama adalah sama seperti perkawinan pada nyaumBedanya pasangan
perkawinan beda agama harus menyertakan Penetaraadian sebagai bagian
persyaratan pencatatan perkawinan beda agama.

Proses pencatatan perkawinan diatur dalam PerafRrasiden nomor 25
tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara RarasiaPenduduk dan Pencatatan
Sipil pasal 67 sampai dengan pasal 69. Untuk jgtassi dari pasal tersebut dikutip
sebagai berikuf*

Bagian Kedua, Pencatatan Perkawinan, Paragraf | :

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik hedoa

Pasal 67

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Peteksatau UPTD Instansi

Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.

(2) Pencatatan'perkawinan sebagaimana dimaksud pati@laydilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan damyka agama/pendeta
atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yaagddiangani oleh
Pemuka Penghayat Kepercayaan,;

KTP suami dan istri;

Pas foto suami dan istri;

o o o

Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
e. Paspor bagi suami atau istri orang asing.
(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud patglaydilakukan dengan

9 Indonesia, Peraturan Presiden tentang PersyagsanTata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, Perpres No. 25 tahun 2008, Leanblagpas 2008, Psl. 67-69.
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cara:

a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatgtarkawinan pada
UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksangademelampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaks#tau Instansi
Pelaksana mecatatat pada Register Akta Perkawirsan rdenerbitkan
Kutipan Akta Perkawinan;

c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud padaf b diberikan
kepada masing-masing suami dan istri;

d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil ptatan perkawinan
kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Relakempat domisilinya.

Pasal 68
(1) Data hasil pencatatan KUAKec' atas peristiwa perkawj disampaikan kepada

Instansi Pelaksana untuk direkam dalam databassmdepukan.

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksadth myat (1), tidak
dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkamwina

Pasal 69

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Hangditthkukan di Instansi

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud patglaydilakukan dengan
cara menunjukkan Penetapan Pengadilan.

Lebih lanjut lagi jika suatu perkawinan beda agaet@ mendapat Penetapan
Pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak lagi ipersoalkan masalah pengesahan
agama. Kantor Catatan Sipil sesuai pasal 35 hutuh@ng-Undang Administrasi
Kependudukan Nomor 23 -tahun 2006 berwenang mekaatgberkawinan beda
agama tersebut. Proses pencatatannya sama dengeatgpen perkawinan pada
umumnya. Kutipan akta perkawinan yang diterbitkagmgjtidak berbeda dengan akta
perkawinan pada umumnya.

Sampai dengan dilakukannya wawancara tanggal 19 20mh1, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakétum pernah mencatatkan
perkawinan beda agama yang mendapat Penetapan dPamgaesuai dengan
kewenangan yang diberikan pasal 35 huruf a Undamipblg Administrasi
Kependudukan Nomor 23 tahun 2006. Menurut Bapak Btslhar Indopa MM.,
Kepala Sub Dinas Bina Pencatatan Dinas Kependumddka Catatan Sipil DKI
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Jakarta, Catatan Sipil tidak akan menolak pencatptakawinan beda agama yang
telah mendapatkan Penetapan Pengadilan. Prosesatgtenaya dilakukan
sebagaimana yang telah diuraikan pasal 64 sampagadepasal 69 Peraturan
Presiden nomor 25 tahun 2008 diatas. Bedanya pasasigami istri diwajibkan
melampirkan Penetapan Pengadilan. Dengan adanystapan Pengadilan tersebut

Kantor Catatan Sipil wajib mencatatkan perkawinadeébagama tersebut.

H. Pencatatan Perkawinan beda agama yang DicatatkaBerdasakan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisasi

Kependudukan

Hal yang banyak menjadi pertanyaan dari pasal @®ifha Undang-Undang
Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 ddal@akah perkawinan beda
agama yang dicatatkan dengan Penetapan Pengadilamenurut Undang-undang
nomor 1 tahun 1974. Sulistyowati. Sugondo yang mnedap Ketua Konsorsium
Catatan Sipil sekaligus salah satu penyusun Unda@ng Administrasi
Kependudukan Nomor 23 -tahun 2006 dalam wawancardapgan hukum online
mengatakan bahwa perumusan pasal tersebut karamyaadelah dalam pasal 21
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Celahnya ap&atmwai Pencatat dalam hal
ini Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa perkawitidak dapat dilangsungkan
dan dicatatkan karena melanggar Undang-Undang Nartedtun 1974 maka ia wajib
mengeluarkan penolakan tertulis. Penolakan terialisfang kemudian digugat ke
Pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan apadablgkan itu memang tepat
atau sebaliknya memutuskan bahwa perkawinan itatafipatatkar?’

Lengkapnya pasal 21 Undang-Undang Nomor-1 tahud t8shyatakatt:

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat babwedap perkawinan

tersebut ada larangan menurut Undang-undang iniamak akan menolak

melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah gahak yang ingin

melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatatywerén akan diberikan

*  “Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukateabsahan Perkawinan,

“<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15177 &cl=Wagaira>,.
*! Indonesia (a), op. cit., Psl. 21.
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suatu keterangan tertulis dari penolakan terselnartdi dengan alasan-alasan
penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak memgaj permohonan kepada
Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencagkawinan yang
mengadakan penolakan berkedudukan untuk membeKkantusan, dengan
menyerahkan surat keterangan penolakan terseliasdia

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan adagkats dan akan
memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkasiggen tersebut ataukah
memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangartamngan yang mengakibatkan
penolakan tersebut-hilang dan para pihak yang ikgimin dapat mengulangi
pemberitahuan tentang maksud mereka.

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomorhintal974, Hakim
mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah peatawinan bertentangan
atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 18pébila ternyata Hakim
memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkandgatatkan maka pegawai
pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantatafan Sipil-harus mencatatkan
perkawinan tersebut.

Kewenangan Pengadilan untuk menilai keabsahan fuekawinan inilah
yang kemudian membuka peluang untuk mencatatkakaweran beda agama di
Kantor Catatan Sipil. Kemungkinan mencatatkan peikan beda agama kemudian
dimuat dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang NorBaaBun 20062

Pasal 35 berbunyi : Pencatatan perkawinan sebagairdanaksud dalam
pasal 34 berlaku pula bagi: b: perkawinan yangtaptean oleh Pengadilan.
Penjelasan pasal 35 huruf-a: Yang dimaksud dengarkdwinan yang ditetapkan
oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukdaraumat yang berbeda agama.

Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada K@atatan Sipil untuk
mencatatkan perkawinan beda agama yang telah man&ametapan Pengadilan.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tidak mengatih lanjut mengenai proses
berlangsungnya atau tata cara perkawinan beda adanieerarti syarat-syarat, tata

cara, larangan perkawinan dalam Undang-Undang Ndnanun 1974 tetap berlaku.

*2 Indonesia (b), op. cit., Psl. 35 huruf a.
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Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 merstak
Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perapgaimdang-undangan
wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansiksalaa di tempat terjadinya
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari stegakgal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pgdba (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pamkawdan menerbitkan
Kutipan Akta Perkawinan.

Penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2):

(1) Yang dimaksud dengan "perkawinan” adalah ikdaéir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagali suami istri berdasaM&tentuan peraturan
perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yaregéma islam dicatat
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkantkete perndangundangan.

(2) Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yamgdama Islam dilakukan oleh
Departemen Agama.

Undang-Undang Nomeor 1 tahun 1974 juga menjadi saatlu dasar
pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. ®#&bna.itu ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 19#iasik mengenai syarat
keabsahan perkawinan tidak dapat dilepaskan darhkangan Kantor Catatan Sipil
mencatat perkawinan.

Pasal .35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 20886 membuka pintu
bagi pencatatan perkawinan beda agama secara4erangan. Pasal tersebut hanya
membuka kemungkinan-pencatatan perkawinan bedaaadaitantor Catatan Sipil
jika Pengadilan memerintahkan demikian. Hakim dind2elilan Negeri yang
kemudian akan menentukan apakah perkawinan bedaaatasebut sah menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dapatadkan di Kantor Catatan
Sipil.

Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk menil&eabsahan
perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatail Bgmya memiliki
kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agars@but sesuai perintah
Pengadilan. Perlu ditekankan bahwa kewenangan Ka@&tatan Sipil hanya
mencatatkan bukan mengawinkan karena Kantor Cat&ipn memang bukan

53 bid, Psl 34.
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lembaga yang berfungsi mengawinkan.

Hakim dalam menilai keabsahan perkawinan beda ag&etep harus
memperhatikan keabsahan perkawinan menurut Undakgidg Nomor 1 tahun
1974. Kantor Catatan Sipil hanya lembaga yang beawg mencatatkan sedangkan
yang melangsungkan perkawinan tetap pemuka agamaratehukum agama
masing-masing. Jadi keberadaan pasal 35 huruf angadndang Nomor 23 tahun
2006 tidak berarti perkawinan sipil dapat dilanggan. Perkawinan harus tetap
dilangsungkan menurut hukum agama untuk kemudiatadbleh Hakim mengenai
keabsahannya.

Undang-Undang Nomor 1-tahun 1974 memang tidak @edpperkawinan
beda agama melainkan tidak mengaturnya. Artinyaans2l hukum agama
membolehkan perkawinan beda agama tersebut makangndndang Nomor 1
tahun 1974 tidak akan menjadi benturan. Hal inyaimg harus diperhatikan oleh
Hakim karena hukum agama tertentu ~masih membuka ukgkmnan
dilangsungkannya perkawinan beda agama denganndegelispensasi tertentu.
Hakim harus melihat kemungkinan dilangsungkan pewkan beda agama menurut
hukum agama masing-masing pihak. Jika memang atkentkan dalam hukum
agama yang memungkinkan dilakukannya perkawinara keghma maka Hakim
dapat memutuskan bahwa perkawinan sah dan dapstattian di Kantor Catatan
Sipil.

Hakim memiliki kewenangan yang amat besar dalamemkan keabsahan
suatu perkawinan beda agama. Antara seorang HakimHdkim lainnya sekalipun
bersumber dan berdalil- pada ketentuan-hukum yamg semun dapat menghasilkan
Penetapan yang berbeda. Terlebih ketika Hakim yaameriksa suatu perkawinan
beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yargdalabeda mengenai hukum
agama dan hukum nasiorial.Perbedaan tersebut sangat tergantung pula pada
lingkungan, latar belakang, dan keyakinan agama k#gpercayaan yang dominan
mempengaruhi mereka masing-masing.

Jika suatu perkawinan beda agama telah mendapatapan Pengadilan dan
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawitersebut telah mempunyai status
hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnyarmtemkum negara. Hal ini
dikarenakan Hakim telah menilai bahwa perkawinaseteut sah menurut Undang-

>4 Rusmin Tumanggor et. al., op. cit., hal. 2.
% Ibid
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undang. Adanya Penetapan dari Pengadilan tersebotboat Kantor Catatan Sipil
berwenang untuk mencatatkan perkawinan beda agasebut berdasarkan pasal 35
huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Namutkirfladalam menilai
keabsahan suatu perkawinan beda agama hendakmya netmperhatikan syarat
keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nortaituh 1974.

Q
S
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BAB Il
ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

A. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun2006 tentang
Administrasi Kependudukan
A.l. Perkawinan beda agama antara Wong Nelson dengdebora Riana Mehuli
Girsang
A.1.1. Kasus Posisi
Wong Nelson beragama Budha melakukan perkawinaa bgdma dengan
Debora Riana /Mehuli Girsang yang beragama Kriste@alinty of King Negara
bagian Washington Amerika Serikat pada tahun 19@telah kembali ke Indonesia
perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatail 8i tempat kediamannya.
Pada pasal 23 Keputusan Gubernur DKI Jakarta n@gtahun 1999 dikatakan:
(1) Setiap perkawinan yang.dilangsungkan di lualofresia antar WNI atau WNI
dengan WNA- adalah sah bilamana dilakukan menurltiinuyang berlaku di
negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan Wadgl tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.
(2) Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawssragaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.
Ketentuan ini sesuai dengan bunyi pasal 56 -Undamdgblg nomor 1 tahun
1974 °°
(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesiarantiua orang WNI atau
seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakumkanurut hukum yang
berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangkangdan bagi WNI tidak
melanggar ketentuan undang-undang ini.
(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istrkembali di wilayah Indonesia,
surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkaKaftor Pencatatan perkawinan

tempat tinggal mereka.

*% Indonesia (a), op. cit., Psl. 56.
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Di dalam Surat Pelaporan Perkawinan ditulis dentggas bahwa surat
pelaporan ini bukan merupakan akta perkawinan. &akan bukan sebagai akta
perkawinan karena yang merupakan akta perkawinafaladikta perkawinan yang
dibuat di Kantor Catatan Sipil di luar negeri. Pelen hanya untuk memenuhi syarat
dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 talfi¥. Akta perkawinan
beserta bukti pelaporan perkawinan dapat dijadiakti apabila pasangan tersebut
ingin bercerai di hadapan pengadilan Indonesia.

A.1.2. Analisis

Dikarenakan perkawinan beda agama tidak di atundnesia, pasangan-
pasangan berbeda agama yang tetap ingin menikalganiemempertahankan
agamanya masing-masing melangsungkan perkawinahmhysr Negeri.

Menurut penulis perkawinan tersebut tidak sah dapat dibatalkan. Dapat
dibatalkan karena melanggar pasal 22 Undang-UnBankawinan yaitu Perkawinan
dapat di batalkan apabila. para pihak tidak memensyarat-syarat untuk
melangsungkan  perkawinan. Syarat-syarat melangamngberkawinan yang
dilanggar pada kasus ini adalah pada pasal 6(6 ptuptlndang Perkawinan yang
mengatakan Ketentuan tersebut ayat (1) sampai.dengan ayap@hl ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kem@maya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan ldin

A.2. Perkawinan beda agama antara Dion Adimufti degan Sylvia Gunawan
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pas Nomor
138/PDT.P/2003/PN.JKT.PST
A.2.1. Kasus Posisi
Pada kasus ini, Dion Adimufti (Pemohon 1) yang bamaa Islam hendak
melangsungkan pernikahannya dengan Sylvia GunalRR@mdghon 2) yang beragama
Kristen Protestan. Mereka mengajukan permohonaadeefgepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonan keduanyahwnagar Hakim Pengadilan
Jakarta Pusat memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi ijin pada para Pemohon untuk melangsungiemikahan dengan

perbedaan agama dihadapan Pegawai Kantor Cataian Si
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3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat umhgnyampaikan
Penetapan ini kepada instansi terkain yakti Kabtmsan Agama (KUA) dan
Catatan Sipil

4. Biaya menurut hukum

A.2.2. Pertimbangan Hukum
1. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang tetatagkan para pemohon
datang menghadap sendiri dan menyatakan tetappeseohonannya setelah
surat permohonannya dibacakan di persidangan a&mnH
2. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon di pergadta telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yamjah diberi materai
secukupnya dan dicocokan dengan aslinya yaitu :
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemoham ks nama
Pemohon 2
b. Asli Surat Keterangan untuk Nikah, Surat Keterangaal-Usul, dan
Surat Keterangan Orang tua Pemohon 1 dari Kelurd#tegangsaan
Jakarta Pusat
c.. Asli. Surat Keterangan untuk Nikah, Surat Keterangaal-Usul, dan
Surat Keterangan Orang tua Pemohon 2 dari Kelur@inzgre Depok
d. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon 1
e. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon 2
f. Fotokopi Kartu Keluarga WNI atas nama Kepala KejaaMariani,
orang tua dari Pemohon 1
g. Fotokopi-Kartu® Keluarga atas nama Kepala KeluangaSutrisna
Gunawan, orang tua dari Pemohon 2
h. Asli Surat Keterangan dari Cinere Depok
i. Asli Pemberitahuan Kehendak Nikah dari Kantor Unussgama
Kecamatan Menteng
3. Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatassa PRemohon juga
menghadirkan saksi-saksi di Persidangan :
a. Melly Saripah, selaku family dari Pemohon 2 danajugerupakan
teman satu kantor dengan Pemohon 2. Memberikanakef@n bahwa
Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 2(@tmin dan

saling mencintai walaupun berbeda agama, bahwa nigalou para
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pemohon sudah diketahui oleh orang tua Para Pemal@mnbahwa
Para Pemohon masih lajang sepanjang sepengetalauanny

b. Rudy Hendratno, selaku teman dari Para Pemohon. bdekan
keterangan bahwa Para Pemohon telah menjalin habusglama
2(dua) tahun, dan bahwa Para pemohon hendak maealagigm
pernikahan walaupun berbeda agama

4. Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mé@taldermohonan
tersebut adalah untuk ijin melangsungkan pernikabdeangan perbedaan
agama antara Dion Adimufti beragama Islam dengaivic&&yGunawan
beragama Kristen

5. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkawinan PamoRon terdapat
suatu perkawinan dimana laki-laki tunduk pada Hukenkawinan Islam dan
wanita tunduk pada Hukum Perkawinan Kristen, malkengRdilan akan
mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Bahwa dasar hukum suatu perkawinan untuk Warga fddgdonesia
adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun $8iig berlaku
secara universal di Indonesia

b. Bahwa oleh karena Undang-Undang Perkawinan di lesianadalah
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturtaten
perkawinan berbeda agama, dan Undang-Undang térdedoya
mengatur perkawinan campuran antar bangsa sebagaidiaaksud
dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1.tahun 1974rmRakgadilan
berdasarkan - buki-bukti surat- dan. keterangan ParaoRon serta
keterangan saki-saksi diatas, berpendapat bahwag ylmaksud
dengan arti dan tujuan perkawinan oleh Undang-Ugdsomor 1
tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antareasggpria dan wanita
sebagai suami dan istri dengan tujuan membentukakgh yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Msaaseédangkan
yang dimaksud ikatan lahir batin adalah ikatan yalagat dilihat
secara lahiriah baik antara suami istri maupun arakat
sekelilingnya, sedangkan yang dimaksud denganrikagin adalah
ikatan yang tidak terlihat itu harus ada untuk neemenkan kerukunan
suami istri dan oleh karena itu yang diperlukanladapembentukan

rumah tangga yang kekal abadi harus mempunyainkatar maupun
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batin sehingga perkawinan tidak akan putus dendasama apapun
kecuali karena kematian

c. Bahwa Para Pemohon di persidangan tetap pada j{@gemjia masing-
masing yaitu tetap pada keyakinan agama uang d¢ipgdudan bukan
menjadi suatu halangan baginya untuk melangsungleahkawinan
walaupun ada perbedaan agama. Demikian pula kegemasari saksi-
saksi bahwa Para Pemohon saling mencintai waladpngan adanya
perbedaan agama

d. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 18ddk
mengatur perkawinan perbedaan agama, maka Pengadilpendapat
perkawinan “yang akan dilangsungkan oleh Pemohon edgath
Pemohon 2 bukan menjadi halangan, karena mereldudesudah
saling mencintai dan menyayangi dan siap membestigtu rumah
tangga sebagaimana yang diamanatkan: oleh Undangrgnd
Perkawinan

e. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pemagadihtuk
menggunakan. kembali Peraturan.. Perkawinan yang layadtu
Staatblad 1898 Nomor 158 dimana perbedaan agamgsdaan asal-
usul bukan merupakan halangan untuk suatu perkaywkaena pada
prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membeniokah tangga
yang. harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, mgaggi dan saling
menghormati

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tdrsidmas maka
permohonan Para - Pemohon  diberi ijin untuk melangjsam
perkawinan dengan perbedaan agama cukup beralasatandor
Catatan Sipil

g. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untukek&pgan Para
Pemohon, maka biaya-biaya dalam permohonan ini sledru

dibebankan kepada Para Pemohon

A.2.3. Keputusan Hakim
Dengan mengingat Undang-Undang serta ketentuantkete hukum lain
yang bersangkutan dengan permohonan ini maka HRlengadilan Negeri Jakarta

Pusat Menetapkan :
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1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melangsundgkerkawinan
perbedaan agama dihadapan Pegawai Kantor Catgiadekarta

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegedrtdalPusat untuk
menyampaikan penetapan ini kepada instansi teylfiiti Kantor Urusan
Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil di Jakarta

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemoho

A.2.4. Analisis

Dalam kasus ini, Hakim memberlakukan kembali Stadti898 nomor 158
yang mengatakan bahwa perbedaan agama; bangssatiarsa bukanlah merupakan
halangan untuk diadakannya suatu perkawinan, kamsemda prinsipnya suatu
perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yewgonis, kekal/abadi,

saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati

Ada juga peraturan-peraturan lama lain yang bigsalitian pertimbangan oleh
Hakim dalam memberikan putusannya mengenai perkkembeda agama, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd&uargerlijk Wetbook dan Ordonansi
Perkawinan Indonesia Kristen'Nomor 74 Tahun 1@38wvelijks Ordonantie Christen
IndonesiersS.1933 No.74 = HOQ

Dalam KUHPerdata, pengaturan perkawinan terdapda gduku Kesatu.
Khusus mengenai syarat-syarat pelaksanaan perkawsatara rinci-diatur dalam Bab
IV Pasal 26 sampai-Pasal 102. BW memandang- perkawsebagai hubungan-
hubungan perdata antara seorang pria dengan seweang. Ini artinya perkawinan
menurut BW tidak mengatur hubungan berbeda agaepmarfang memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangngah, calon pasangan suami
istri dapat melangsungkan perkawinan tanpa memandaerbedaan agama.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Tionghoa.

Pemikiran mengenai pemisahan antara agama dengaawp@an juga dikenal
oleh HOCI. Selain itu, terdapat Ordonasi Nomor 7ghdn 1933 yang mengatur
tentang Perkawinan Campuran. Menurut Ordonansparkawinan campuran adalah
perkawinan antara orang-orang yang, di Indonesiduk kepada hukum-hukum yang
berlainan. Menurut RGH, perbedaan agama, suku, sbaatpu keturunan bukan

menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.
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Menurut penulis, perkawinan beda agama ini hangkuiinegara bahwa
mereka adalah benar pasangan suami istri karemdatkan pada Kantor Catatan
Sipil, tapi perkawinan ini tidak sah karena tidakmenuhi pasal 2 Undang-Undang
Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia damdikatakan“Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masiaging agama dan

kepercayaannya itu”.

B. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun2006 tentang
Administrasi Kependudukan
B.1. Perkawinan beda agama antara Harry Sudjana degan Imelda Tanamas
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor
111/Pdt.P/2007/PN.BGR
B.1.1. Kasus Posisi
Harry Sudjana yang beragama Islam (Pemohon 1) da#dh Tanamas
(Pemohon 2) yang beragama Katolik berniat melargsam perkawinan. Maka Para
Pemohon mengajukan izin pencatatan perkawinan kgd@dan Negeri setempat
dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bogor. Dalparmohonannya kedua
Pemohon' memohon agar Hakim pada Pengadilan NegegorB memberikan
Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memerintahkan/memberi-kuasa kepada Pegawai Karatait&h Sipil Kota
Bogor untuk ‘mencatat dan.atau mendaftarkan-perkawatas nama Harry
Sudjana dan Imelda Tanamas pada buku register gieguntukkan untuk
itu.

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

B.1.2. Pertimbangan Hukum
1. Menimbang, bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon k2dzekeyakinan
agamanya dan belum pernah melangsungkan pernikedwara agama dan
para Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohaima Pencatatan
Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor.
2. Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalggermohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertutitara lain: Kartu Tanda
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Penduduk atas nama Harry Sudjana dan Imelda Tanakt@sKelahiran atas

nama Harry Sudjana dan Imelda Tanamas, Akta Penkawiatas nama

Dadang Sudjana dan Loan Nio (orang tua PemohoAkiy, Perkawinan atas

nama Budi Tanamas dan Anna Utami Wiharto (orangPemmohon 2), Kartu

Keluarga no. 105105/98/01119 dan Kartu Keluarga gden no.

1051069921692.

. Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat dekitilis juga mengajukan

saksi-saksi:

a. Hartono Suryatanzah selaku paman Pemohon 2. Mekabekieterangan
bahwa bahwa antara Pemohon 1 dan 2 berkeinginaik um¢nikah tetapi
ingin tetap memegang-dan memeluk agama masing-gqidsedua orang
tua Pemohon 1 dan 2 telah setuju walaupun merekbedb® agama.
Menurut saksi, pejabat Kantor Catatan Sipil Bogengarankan agar ada
persetujuan dari Pengadilan Negeri Bogor untuk giachn perkawinan
mereka itu.

b. R. Judistira Sutaprawira selaku paman Pemohon Inbdda keterangan
bahwa benar kedua Pemohon telah menjalin hubung@k SMA dan
berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan tetameluk agama
masing-masing. Kedua orang tua Pemohon telah seéajthubungan Para
Pemohon hanya terhalang oleh perbedaan agamaSs#si. diminta oleh
ayah Pemohon 1 untuk mencari ‘solusi atas keingidara Pemohon.
Selanjutnya saksi mendapat informasi dari Kantdataa Sipil Kota Bogor
bahwa untuk mencatatkan perkawinan beda agama heks meminta
Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

c. M. Effendi selaku Pegawai Pencatat Perkawinan jaoor Catatan Sipil
Kota Bogor. Memberikan keterangan bahwa pencata¢skawinan Para
Pemohon terhalang karena perbedaan agama dan mdengabahwa
perkawinan yang berlainan agama diatur dalam @&saluruf a Undang-
Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi eddpdukan.
Menurut pengakuan saksi, selama bekerja di Kanttat@n Sipil Bogor
bagian pencatatan perkawinan, belum pernah tep@adnohonan seperti
dalam kasus ini, dan biasanya pencatatan perkawdh@ahului oleh
prosesi perkawinan agama, namun di Bogor send#itaberapa Gereja

yang menginginkan pencatatan perkawinan dilakukenhelih dahulu
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sebelum prosesi perkawinan agama. Dikatakan jugh ebksi bahwa

perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catat8ipil maka

perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum negara.
Menimbang, bahwa tujuan pokok diajukannya permohana adalah agar
Para Pemohon yang memiliki perbedaan agama dapakukan perkawinan
dan mencatat perkawinan yang terjadi di antara kaetk Kantor Catatan
Sipil Kota Bogor.
Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebihutatgntang tujuan
pokok dari permohonan, maka Pengadilan Negeri akampertimbangkan
yurisdiksi Pengadilan yaitu Kewenangan Pengadilaged memeriksa dan
memutus permohonan.
. Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohpasn Pemohon adalah
agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kan&dat@n Sipil Kota Bogor
dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kesganymda pokoknya
menerangkan. usaha para. Pemohon untuk mencatatkkawpgan melalui
Kantor Catatan Sipil Kota Bogor. Dengan diajukanpgamohonan ini dapat
ditafsirkan para Pemohon khususnya Pemohon 1 _sutiiddk lagi
menghiraukan  satatus -agamanya dan dengan _keingmareka untuk
mencatatkan perkawinan melalui Kantor Catatan $ipla Bogor maka hal
ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untukenm@a, memeriksa
dan mengadili serta memberikan Penetapan atas penaon.para Pemohon
(lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/188@&gal 20 Januari
1989)
Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlakundonesia hal-hal
yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Ugdsrdang nomor 1
tahun 1974 dan peraturan Pemerintah nomor 9 taBiB, ldimana dalam
pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 167#asal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ditega&kdau perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama lk&percayaannya
masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1)abgiindang nomor 1
tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang lbeibagi perkawinan
diantara dua orang yang sama agamanya. Sehinggad#gr perkawinan
diantara dua orang yang berlainan status agamagidah dapat diterapkan

berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan MahkamakngAgNomor
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1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantatem drang yang
berlainan status agamanya hanya diatur dalam peajelpasal 35 huruf a
Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang AdmasstiKependudukan,
dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegdsian ” yang dimaksud
dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengaddalala perkawinan yang
dilakukan antar umat yang berbeda agama ”. Ketartersebut pada dasarnya
ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkarpgr&awinan yang
terjadi diantara dua orang yang berlainan agamelabetadanya Penetapan
Pengadilan tentang hal tersebut. Sedangkan terhadaps terjadinya suatu
perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undangsdnaomor 1 tahun
1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 163k diatur lebih lanjut
sehingga terhadap 'hal-hal yang berkaitan dengasegrderjadinya suatu
perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan gpérian, dan tata cara
pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada keteydngntertuang dalam
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan ritgaie nomor 9
tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 1 ta®d tidak diatur
kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calami dan calon istri yang
memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangeikawinan atau
dengan kata lain Undang-Undang nomor 1 tahun.19d4k tmelarang
terjadinya perkawinan diantara mereka yang beragdma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28B-ayat (LJpBRean kedua Undang-
Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap oramgibentuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawigang sah dimana
ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 Undanguun®asar 1945 tentang
dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap avarggara untuk
memeluk agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya kem@iaea Pemohon untuk
melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larang@rdasarkan
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan mengingatbeetukan suatu
rumah tangga melalui perkawinan adalah merupak&Adasi para Pemohon
sebagai Warga Negara serta hak asasi Para Pemohtuk wtetap

mempertahankan keyakinan agamanya masing-masirkg kedentuan pasal
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2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentsaignya suatu
perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agatiau kepercayaan yang
dianut calon pasangan suami istri bukanlah merupakau menjadi halangan
bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinamgigat ketentuan
tersebut pada hakekatnya merupakan ketentuan yarsgrituhan dengan
prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawieaarot agama pasangan
calon suami istri yang in casu hal ini tidak mumgklilakukan oleh para
Pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menagama dan
kepercayaannya tidak mungkin dilakukan oleh ParadPen karena adanya
perbedaan agama maka ketentuan dalam pasal 10 (8yaPeraturan
Pemerintah ‘nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkirdapat
dilaksanakannya perkawinan tersebut dimana dalasel pa0 ayat (3)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ditegasiamgan mengindahkan
tata cara perkawinan menurut -masing-masing hukumamagya dan
kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di peadd&egawai Pencatat
dengan dihadiri oleh.dua orang saksi ".

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraidimbangan sebelumnya
tujuan pokok permohonan ini untuk dapat melakukarkgwinan diantara
mereka dikabulkan ‘maka sudah sejogjanya petitumm@eonan Para
Pemohon poin kedua untuk dikabulkan dengan. mermabkanh kepada
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor CatatahkK®ta Bogor segera
setelah menerima. salinan Penetapan ini- untuk menparkawinan antara
Harry Sudjana..dengan / Imelda Tanamas..pada buku teegigang
diperuntukkan untuk-itu setelah dipenuhi-syararay@erkawinan menurut
Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Penthkabulkan maka
biaya yang timbul dari permohonan ini perlu dibdézan kepada para
Pemohon.

Mengingat akan pasal 35 huruf a Undang-Undang n@8dahun 2006, pasal
10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun,l88%al 28 B Perubahan
Kedua Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 29 grAdadang Dasar
1945, maupun juga ketentuan hukum lain yang beksdag dengan

Permohonan ini
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B.1.3. Keputusan Hakim

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

2. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinda igantor Catatan
Sipil Kota Bogor setelah menerima salinan Penetdpamntuk mencatat
perkawinan antara Harry Sudjana dengan Imelda Tasgada buku register
yang diperuntukkan untuk itu setelah dipenuhi gSysyarat perkawinan
menurut Undang-undang.

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yamfuti dalam
perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar R32.000,- (seratus dua puluh

sembilan ribu rupiah).

B.1.4. Analisis

Pemohon 1 yang beragama Islam dan Pemohon 2 yaagabea Katolik
memohon agar Pengadilan Negeri Bogor memerintahRagawai Pencatat
perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota: Bogorukniencatatkan perkawinan
mereka. Sesuai ketentuan.pasal '35 huruf a Undadgignnomor 23 tahun 2006
untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agamardoK&atatan Sipil diperlukan
Penetapan Pengadilan.

Menurut penulis, yang dikabulkan oleh Pengadilargédie Bogor adalah
pencatatan perkawinan dan memerintahkan pencayatatinKantor Catatan Sipil
Bogor, sedangkan perkawinan diantara para pemolettnmbberlangsung, berarti
belum ada perkawinan yang akan-didaftarkan. Kalakird Pengadilan Bogor,
mengartikan pencatatan. atau .pendaftaran  perkawysarg dikabulkannya atau
diperintahkannya itu sekaligus sebagai perintahaksalnakan perkawinan diantara
pasangan calon pengantin, apakah ini tidak melanfigagsi dan tugas Kantor
Catatan Sipil sekarang ini, yaitu hanya mencatkawinan, kelahiran, dan kematian
saja dan tidak termasuk mengawinkan orang, bedgademasa sebelum berlakunya
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, vyaitu juga mém@mgmelaksanakan
perkawinan calon pengantin. Artinya Hakim PengadiBogor telah melanggar
ketentuan perundangan-undang yang berlaku, jugetapkan fungsi Kantor Catatan
Sipil itu dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 20@hdgi. Hakim dalam
Penetapannya mengakui bahwa terhadap proses mggagerkawinan baik tentang

sahnya suatu perkawinan , syarat-syarat perkawiagamgan perkawinan, dan tata
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cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu padatuasieketentuan dalam
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan fifgatenomor 9 tahun 1975.
Hal ini dikarenakan pasal 35 huruf a Undang-Undaogor 23 tahun 2006 tidak
mengatur lebih lanjut mengenai proses perkawinaa bgama.

Kasus ini sebenarnya dapat diselesaikan dengak trdanggar Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang no@dalun 2006, bila pejabat
di Kantor Catatan Sipil, khusus di Bogor serta HakPengadilan Bogor sempat
membaca atau mengetahui suatu perkawinan beda atggratdilakukan dengan cara
perkawinan agama Katolik, dimana sakramennya dieridi gereja Katolik, yaitu
diatur dalam Hukum Kanonik .pasal 1125, bahwa dal@alisasinya biasanya
diberikan oleh Uskup setelah kedua belah pihak nu@tperjanjian tertulis yang
isinya antara lain: pihak yang beragama Katoliknatetap setia pada iman Katolik,
berusaha mendidik anak-anak mereka secara Kattaikpihak yang tidak beragama
Katolik bersedia melangsungkan perkawinan secataliKatidak akan menceraikan
pihak yang beragama Katolik, dan tidak akan meragigal pihak yang beragama
Katolik untuk melaksanakan imannya.

Disini dapat dilihat kelemahan dari. Undang-Undangmer 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, yaitu belum gdarosedur atau hukum secara
spesifik bagi para pasangan yang menikah beda agangangin meminta Penetapan
Pengadilan, misalnya soal berapa lama waktu yapgrildkan sejak pengajuan
penetapan oleh pasangan beda agama hingga terlsiingb penetapan pengadilan
tersebut.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 geshl 35 huruf a
hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinasedaijaggga mengenai sah
atau tidaknya perkawinan berbeda agama tidak bemkias pada Undang-
Undang Administrasic Kependudukan - ini, karena Unddndang
Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengeergigwinan itu sendiri.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahui,20@nurut penulis
tetap tidak sah menurut agama, perkawinan berbgama itu hanya diakui
oleh negara bahwa benar mereka adalah pasanganistiam

Sebelum berlakunya Undang-Undang - nomor 23 tahun6 2@htang
Administrasi Kependudukan, Hakim memberlakukan ka&miGHR 1989
Nomor 158 mengenai perkawinan campuran sebagambengan hukum
dalam memberikan putusan tentang perkawinan berlag@dana. Sesudah
berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependuduksakim hanya perlu
mengacu pada pasal '35 huruf a Undang-Undang tdreebtuk memberikan
penetapan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, itééagapat kelemahan dari
Undang-Undang Administrasi Kependudukan vyaitu -belanya prosedur
atau hukum secara spesifik bagi para pasangan wymmikah beda agama
yang ingin meminta Penetapan Pengadilan, misaloghl®erapa lama waktu
yang diperlukan sejak pengajuan penetapan olemgasdeda agama hingga

terbitnya surat penetapan pengadilan tersebut.

B. Saran

1.

Apabila hukum negara memang berniat untuk mengakonperkawinan

beda agama di Indonesia maka diperlukan adanyai tevhadap Undang-
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Undang nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang nomohdntd974 memang
tidak melarang perkawinan beda agama melainkark tii@ngaturnya.
Selama pengesahan agama menjadi syarat mutlak akeabperkawinan,
perkawinan beda agama masih sulit dilangsungkankipwes masih

dimungkinkan apabila hukum agama memberikan digsemispensasi
tertentu. Pasal 35 huruf a Undang-Undang nomoaB8rt 2006 tidak serta
merta membolehkan perkawinan beda agama di Indoriesiena syarat-
syarat dan tata cara perkawinan menurut Undang+inad@mor 1 tahun
1974 tetap berlaku.

Hakim 'dalam memberikan Penetapan mengenai perkawbeala agama
hendaknya tetap memperhatikan ketentuan-keten@lamdJndang-Undang
nomor 1 tahun 1974. Beberapa agama masih dapat enganp dispensasi-
dispensasi tertentu. yang memperbolehkan umatnyaangslingkan
perkawinan beda agama. Jika agama telah membedisp@nsasi maka
Undang-Undang nomor 1 . tahun 1974 tidak menjadi urant

dilangsungkannya perkawinan beda agama.
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